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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Q.S. Al. Insyirah:5)

Sebaik-bainya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Ath-Thabari)

Don’t change let go, be brave, be strong, take it easy no rush I know you got it (Unknown-NCT Dream)

You’re doing fine, sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worst, but at the end it’s you. So I just want you to have no regrats. I want you to feel yourself grow and I just want you to also love yourself.
(Mark Lee)
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Permasalahan pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan ketela dibuang ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, memberikan beberapa dampak bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, pelaku usaha industri pengolahan ketela di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya, Masyarakat yang terdampak atas pencemaran lingkungan, serta LSM lingkungan Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik Raymond L Bryant sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana peran aktor- aktor terhadap dampak limbah industri yang melibatkan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa perkembangan industri membawa dampak bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang kompleks. Dalam hal ini terdapat aktor-aktor didalmnya seperti pemerintah, pelaku usaha, LSM, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran. Oleh karena itu, penyelesaian dari permasalahan ini tidak hanya secara teknis akan tetapi, memerlukan adanya reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan keseimbangan ekologi agar konflik serta kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut dan memburuk di masa mendatang.

Kata kunci : Pencemaran lingkungan, Industri ketela, Dampak 
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Environmental pollution problems resulting from liquid waste generated from cassava processing are discharged into the river without any prior treatment. As a result, it has several impacts on the environment and community welfare. This research uses qualitative methods. The type of research is field research sourced from primary and secondary data. Data obtained based on the results of observation, in-depth interviews and documentation. Interviews involved various parties such as the Pati Regency Environmental Agency, business actors of the cassava processing industry in Ngemplak Kidul Village and its surroundings, communities affected by environmental pollution, and environmental NGOs in Pati Regency. This research uses Raymond L Bryant's political ecology theory as an analytical framework to understand how the role of actors on the impact of industrial waste involves ecology and community welfare.
The results of this research show that industrial development has complex environmental, social, economic and political impacts. In this case there are actors in it such as the government, business actors, NGOs, and the community, each of which has a role. Therefore, the resolution of this problem is not only technical but requires policy reforms that are more in favor of social justice and ecological balance so that conflicts and environmental damage do not continue and worsen in the future.

Keywords: Environmental pollution, Cassava industry, Impact
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Industri memiliki peran sentral dalam pembangunan serta pertumbuhan suatu wilayah. Secara keseluruhan, industri dapat menjamin berlanjutnya perkembangan suatu wilayah sehingga industri merupakan aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan suatu wilayah. Dalam prosesnya, industri dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, mendorong inovasi teknologi dan meningkatkan kualitas hidup. Keberadaan industri di tengah masyarakat membuka peluang kerja yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat (Alfi, 2023). Secara sempit, industri dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi atau barang yang lebih tinggi fungsinya. Pada umumnya, bahan baku industri didapatkan dari sumber daya alam dan atau usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Sektor industri merupakan salah satu penyumbang perekonomian di Indonesia diantaranya yaitu industri pangan. Industri pangan mengolah hasil pertanian, baik nabati maupun hewani menjadi produk pangan olahan (Putri, dkk. 2020).
Sebagai penghasil ubi kayu atau ketela terbesar ke-2 di Jawa Tengah setelah Wonogiri menjadikan Kab. Pati sebagai sentra industri pengolahan ketela menjadi tepung tapioka terbesar di Jawa Tengah (Disdagperin Jateng, 2019). Menurut BPS (2019) luas panen Kab. Pati sebesar 14.184 hektar, produksi sebesar 746.516ton dan produktivitas 526,31 kuintal/ha. Peningkatan ubi kayu atau ketela di Kabupaten Pati tidak terlepas dari minat petani yang besar dalam perkembangannya. Keuntungan, kemudahan dalam budidaya serta kesesuaian lahan dan pola tanam yang teratur menjadi faktor penting dalam perkembangan industri pengolahan ketela di Kab. Pati. Sentra industri tapioka di Pati lebih tepatnya berada di daerah Margoyoso,

100


Desa Ngemplak Kidul terdapat  194unit perusahaan (Dita, dkk. 2020). Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah dari budaya yang melahirkan keterampilan pembuatan bahan baku makanan. Sehingga pengolahan ketela menjadi tepung tapioka menjadi warisan secara turun temurun yang memutar perekonomian di Desa Ngemplak Kidul (Syahreza, 2018).
Meski demikian, perkembangan industri tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Semakin berkembangnya industri, maka perhatian terhadap pencemaran lingkungan hidup menjadi aspek yang harus dipedulikan oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari proses industri kurang dikelola dengan baik (Haryanto dan Dian, 2016). Seperti limbah yang terjadi dari proses pengolahan ketela yang berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas berpotensi besar sebagai bahan pencemar lingkungan. Kulit ketela dan ampas singkong atau yang biasa disebut oleh masyarakat bonggol merupakan limbah padat dari hasil produksi tepung tapioka yang tiap harinya diambil oleh pengepul sebagai bahan pakan ternak sapi sehingga limbah tidak menumpuk dan berdampak bagi masyarakat. Sedangkan limbah cair yang tidak memiliki nilai jual dibuang langsung ke sungai sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan mengandung senyawa B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Limbah gas dari sungai yang dialiri oleh limbah tepung tapioka sangat menganggu indra pencium masyarakat serta orang yang berlalu- lalang memasuki Kecamatan Margoyoso.
Di sisi lain, masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitar menambah permasalahan saat ini. Hal ini dimulai dari kurangnya kesadaran masyarakat kepada alam sekitar seperti membuang sampah atau limbah domestik ke sungai yang berdampak bagi kesehatan dan menurunkan kualitas air sungai. Sehingga kondisi sungai berdampak pada biota sekitar karena tidak dapat ditinggali oleh makhluk hidup sebagaimana mestinya. Kontraminasi air sungai dengan limbah industri maupun limbah domestik mengakibatkan air sungai mengandung zat kimia senyawa B3 (Bahan


Berbahaya Beracun) yang dapat merusak lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya (Aisya, dkk. 2021). Masyarakat terpapar pada kondisi lingkungan yang tidak sehat. Limbah pengolahan ketala menjadi sumber penyakit serta populasi udara dan menganggu kesejahteraan masyarakat.
Meski telah tercantum pada Perda Kabupaten Pati No. 7 tahun 2010 yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya baik limbah domestik maupun limbah industri akan tetapi, masih butuh pengawasan dalam penangannya. Maka dari itu, pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas pelestarian lingkungan. Mengacu pada Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no. 32 Tahun 2009 pemerintah memiliki kewenangan atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemar lingkungan. Seperti yang pernah terjadi pada CV Krisna di Desa Sidomukti yang terkena teguran oleh pemerintah setempat akibat kelalaiannya dalam pengelolaan limbah cair dari pengolahan ketela (Dita dkk., 2020). Selain itu, pemerintah juga memberikan apresiasi berupa insentif bagi perusahaan industri yang memiliki pengelolaan limbah yang baik seperti pembebasan pajak impor.
Meskipun terdapat regulasi yang mengatur akan pengelolaan limbah harus ada pengawasan yang ketat dalam prosesnya oleh berbagai pihak serta dibutuhkannya penanganan yang tepat dalam pengelolaan limbah untuk mencegah penyakit akibat limbah industri. Dalam hal ini dumping limbah harus sesuai dengan persyaratan jenis serta kualitas limbah agar tidak menimbulkan polemik baru dan kerugian bagi masyarakat setempat serta merusak ekosistem lingkungan (Faizal, 2020). Selain itu, pemerintah juga harus menjalankan program edukasi dan pelatihan bagi pelaku industri terkait pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran akan dampak pencemaran lingkungan.


Penelitian berkaitan tentang dampak limbah industri telah dilakukan pada penelitian sebelumnya seperti yang ditulis oleh Alfi (2023), Faisal (2022), Shelly, dkk (2023), Shafarra (2023), Dita, dkk (2020) menunjukkan bahwa limbah cair industri mengandung senyawa B3 yang berdampak bagi ekosistem serta menimbulkan permasalahan bagi kesehatan masyarat setempat jika tidak ditangi dengan benar. Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan para aktor-aktor pemerintahan, pengusaha, serta masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang perlindungan lingkungan hidup, pemerintah juga kurang tegas terhadap kebijakan yang ditetapkan untuk mengatsasi pencemaran linkungan akibat limbah industri.
Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Pati telah melaukan berbagai kebijakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah home industry ketela akan tetapi, upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena skala limbah yang besar sehingga butuh penanganan yang besar karena hampir setiap rumah di kawasan tersebut memiliki pengolahan ketela. Respon masyarakat terhadap limbah menuai pro kontra karena kurangnya ketegasan dari kebijakan pemerintah terkait pembuangan limbah ketela serta masalah ini telah melebur di lingkunagan masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang mengandalkan pengahasilan dari pabrik pengolahan ketela. Sehingga masyarakat setempat beranggapan bahwa industry pengolahan ketela sebagai perputaran perekonomian masyarakat Desa Ngemplak Kidul.
Maka dari itu, penelitian ini akan mencermati persoalan sumber daya alam berdasarkan persoalan sosial-politik dengan pendekatan ekologi politik. Ekologi politik adalah suatu pendekatan yang beragam untuk menganalisis konteks politik dari hubungan antara manusia dan alam (Robbins, 2011). Aspek perubahan lingkungan bukanlah berdasarkan alam itu sendiri melainkan adanya factor keterlibatan aktor-aktor yang berkepentingan baik regional, lokal, maupun global (Bryant, 2001). Tujuan dari pendekatan ekologi politik ini bukanlah sebagai penjelas atas fenomena


perubahan lingkungan, melainkan sebagai pijakan bagi pemerintah untuk menetapkan suatu formulasi kebijakan pengelolaan kebijakan lingkungan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik.
Penelitian dengan pendekatan ini menjadi sangat menarik karena beberapa hal diantaranya. Pertama, penelittian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang membahas peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan perspektif ekologi politik. Ekologi politik merupakan perhatian terhadap beberapa disiplin ilmu. Pada mulanya, ekologi politik bersumber dari antropologi yang kemudian berkembang ke ekonomi politik, geografi dan ilmu politik, Kedua, ekologi politik memberi pemahaman tentang kebijakan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan sosial. Ketiga, membantu memberikan pemahaman lebih bagi penliti bahwa terdapat ketidakadilan bagi sumber daya alam akibat kegitan ekonomi dan politik. Keempat, ekologi politik mempertimbangangkan keterlibatan aktor-aktor pemangku kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam atau lingkungan hidup. Kelima, ekologi politik sering mencari alternatif terhadap model pembangunan yang eksploratif, serta mendorong sistem yang adil dan berkelanjutan.
Penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana peran pemerintah mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ketela. Masalah di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Pemerintah Kabupaten pati Dalam Mengatasi Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Ketela di Kabupaten Pati”.




B. [bookmark: _bookmark12]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dicari permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak limbah industri pengolahan ketela terhadap kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana tata kelola Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri ketela di Kab. Pati?


C. [bookmark: _bookmark13]Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan yan telah dirumuskan tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
A. Mengetahui dampak limbah industri pengolahan ketela terhadap kehidupan masyarakat.
B. Mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ketela di Kab. Pati.
C. [bookmark: _bookmark14]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dampak limbah industri pengolahan ketela terhadap kehidupan masyarakat.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan memahahi hubungan lebih lanjut antara lingkungan, masyarakat, dan kekuasaan.
c. Penelitian ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, ekologi dan politik yang memberikan


perspektif yang lebih komprehensif terkait isu-isu lingkungan yang ada.
d. Memberikan pemahaman bahwa kekuasaan atau kepentingan beberapa aktor dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan kebijkan lingkungan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terkait betapa pentingya bagi kita unutk menjaga kelestarian lingkungan
b. Membantu memberikan wawasan ataupun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan dan adil, serta mengurangi dampak negatif
c. Mendorong praktik pengelolaan sumber daya yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sehingga mendukung keberlanjutan jangka panjang.


D. [bookmark: _bookmark15]Kajian Pustaka
1. Kajian tentang limbah
Kajian pertama skripsi yang ditulis oleh Alfi Umniyyah (2023) dengan judul “ Analisis Kesesuaian Prasarana Permukiman Sekitar Industri Tepung Tapioka di Dukuh Mojosemi (Studi Kasus: Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)” penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian prasarana permukiman sekitar industry tepung tapioka di Dukuh Mojosemi. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya kesesuaian penggunaan air bersih sesuai dengan peraturan pemerintah di mana masyakat dapat menggunakan air bawah tanah dengan cara pengeboran sumur yang dilakukan oleh ahlinya atas izin pemerintah setempat. Akan tetapi, pemanfaatan air bawah tanah dilakukan besar-besaran oleh industry tepung tapioka. Menurut penulis hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah karena penggunaan air


bawah tanah secara besar-besaran dapat menurunkan muka tanah di kemudian hari.
Adapun dengan pengelolaan dan pengolahan limbah pada kegiatan rumah tangga dan industri memiliki ketidaksesuaian dengan PP No. 22 tahun 2021. Hal ini dikarenakan air limbah hasil industri tepung tapioka memiliki senyawa B3 yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga diolah dengan cara dibakar. Sehingga harapan penulis pemerintah mampu menyediakan TPS untuk menekan jumlah pembakaran sampah di ruang terbuka. Sedangkan jaringan jalan dukuh Mojosemi telah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.5 tahun 2018 dimana jalan di Dukuh Mojosemi memiliki lebar jalan sekitar 2.100-2.500 milmeter. Namun beban jalan melebihi peraturan yaitu maksimal 8 ton, sedangkan lalu lalang kendaraan industri tepung tapioka mencapai puluhan ton perharinya.
Kajian kedua jurnal yang ditulis oleh Faisal (2022) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan Air Limbah Industri (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate)”. Penelitian ini menjelaskan maraknya pembangunan industri di Kota Ternate memberikan berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Akan tetapi, pencemaran lingkungan akibat limbah industry tahu merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan bagai kesehatan penduduk sekitar. Hal ini dikarenakan sampel air limbah tahu yang berada parameter/pH 4,44 sedangkan air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan sehari-hari adalah pH sekitar 6,5 higga 7,5. Dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka pemerintah yang berwenang lebih memperhatikan kebersihan lingkungan tiap daerah dan lebih tegas terhadap pelaku pelanggar kebersihan lingkungan. Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, diperlukannya Kerjasama antara pemerintah


dan masyarakat yang harus sadar akan kebersihan dan pelestarian lingkungan.
Kajian ketiga ditulis oleh Shelly Regeta Febriani, dkk (2023) dengan judul “Analisis Kebijakan Penanganan Pencemarn Limbah Cair di Sugai Kalisari Damen Kota Surabaya”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya limbah cair di Sungai Kalisari Damen yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga (domestik) berubah menjadi busa dikarenakan air sungai sekitar pemompaan air mengandung detergen dan zat-zat penghasil busa. Hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan maka dari itu, penulis mengharapkan pemerintah kota dapat menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak berlarut-larut dan dapat meminimalisir hal tersebut. Meski demikian, pemerintah kota telah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir pencemaran tersbut namun belum menyeluruh dalam penanganannya.
Kajian keempat ditulis oleh Shafarra Octaviyanda (2023) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri yang Terjadi di Karawang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, PT Pertamina Hulu (PHE) melakukan kesalahan yang menyebabkan tumpahan minyak yang mencemari perairan lepas pantai karang. Dampak ekologis dan sosial yang dirasakan dipengaruhi oleh kelalaian tersebut. Karena menurunnya kuantitas serta kualitas hasil tambak, masyarakat sekitar perairan Karangan dan Bekasi mengalami kerugian secara finansial, serta terdapat risiko kesehatan bagi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak. Sesuai dengan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009, PT Pertamina Huku Energi harus melakukan pencegahan dan pemulihan limbah yang tercemar. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mendukung pegelolaan dan pengawasan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya untuk mengawasi aktivitas lingkungan.


Kajian kelima ditulis oleh Dita Putri Wulandari, dkk (2020) dengan judul “Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Pencemran Limbah Pabrik Tepung Tapioka di Kabupaten Pati”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hanya 1 hingga 2 home industry yang memiliki IPAL hampir sempurna. Limbah besar yang dihasilkan oleh home industry menghasilkan bau yang tak sedap yang dapat merusak lingkungan setempat. Tercatat bahwa CV. Krisna melakukan pelanggaran dari 2018 hingga 2019. Dalam hal ini, pemerintah dengan tegas memberikan teguran tertulis untuk membuat pelaku industri jera. Sanksi yang diberikan pemerintah Desa Sidomukti dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari SP-1 hingga SP-3. Kepala desa Sidomukti akan memberhentikan atau menutup sementara bisnis tersebut apabila pelaku pelanggaran tidak memiliki jera. Selain itu, untuk mengatasi pencemran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki hak atas sanksi yang diberikan mulai dari teguran secara lisan hingga izin cabut usaha. Salah satu penghalang untuk pelanggaran sanksi adminsitrasi terkait dengan limbah pabrik tepung tapioka adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah serta kurangnya peran pemerintah berwenang dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang mencakup pemahaman masyarakat dan pihak- pihak terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
2. Kajian tentang ekologi politik
Kajian pertama ditulis oleh Porman Juanda, dkk (2020) dengan judul “Perubahan Lingkungan Perairan Danau Toba Akibat Budidaya Perikanan Dalam Perspektif Ekologi Politik”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa budidaya perikanan menyebabkan pertentangan antara ekonomi dam ekologi yang merupakan komponen penting dalam perubahan lingkungan Danau Toba. Karena konflik tersebut, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang pro lingkungan dan pro budidaya ikan. Akibatnya, orang-orang menjadi


pembangkang dan mengabaikan hubungan ekonomi dan politik lingkungan. Adapun korban utama dari permasalahan ini adalah masyarakat sekitar yang menggunakan air danau secara langsung. Jika dilihat dari sudut pandang ekologi politik, model pengelolaan sumber daya perairan Danau Toba yang tepat adalah pengelolaan kolaboratif. Hal ini dapat membantu dalam mempertimbangkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengurangi konflik antara pemangku kepentingan.
Kajian kedua ditulis oleh Ratna Sari (2023) dengan judul “ Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Sumatera Selatan yang berperan sebagai aktor langsung memiliki peran besar untuk menetapkan kebijakan serta mencabut kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah mencabut Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2012 karena mendapat banyak keluhan dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang merasa terganggu akibat pengangkutan batu bara. Dengan pencabutan peraturan tersebut menimbulkan permasalahan baru seperti kerusakan lingkungan yang terdiri dari pencemran air, udara, dan tanah longsor, serta mengurangi pendapatan masyarakat setempat. hal ini mengakibatkan beberapa dari pihak perusahaan batu bara yang menggunakan jalur sungai untuk pengangkutan batu bara.
Kajian ketiga ditulis oleh Ahid Wahyu Kurniawan, dkk (2023) dengan judul “ Pertambangan Galian C di Pegunungan Kendeng Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekologi Politik”. Penelitian ini menjelaskan isu politik dan lingkungan yang mengelilingi penambangan pasir dan kerikil di Pegunungan Kendeng di Pati, dengan fokus pada desa Sumbersari dan Slungkep. Penelitian ini mengkritik gaya  kepemimpinan  konservatif  kepala  desa  yang  membatasi


keterlibatan masyarakat dalam keputusan pertambangan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya lokal untuk keuntungan elit dan degradasi lingkungan yang signifikan. Kajian tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk melindungi kepentingan komunitas yang lebih luas, serta menyoroti konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara penambang, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Kajian keempat ditulis oleh Nadia Putri Ardyani, dkk (2022) dengan judul “Ekologi Politik Budidaya Singkong di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menjelaskan bahwa petani di Kecamatan Arjasari melakukan budidaya singkong berdasarkan beberapa alasan seperti penanamannya yang mudah dengan perawatan yang sederhana sehingga membutuhkan modal yang minim. Salain itu, ada beberapa hal yang mendasari petani memilih satu jenis komoditas yaitu banyaknya permintan pasar tanpa meilihat dari aspek lainnya seperti pelestarian lahan pertanian. Banyaknya pemanfaatan unsur dari pada tanah serta minimnya pemberian pupuk pada lahan pertanian mengakibatkan penurunan pada kualitas lahan pertanian. Petani memiliki permasalahan lainnya seperti harga dan pasar yang tak seimbang. Maka dari itu, dibutuhkannya peran pemerintah untuk mengambil tindakan dalam pengelolaan pasca panen dan penentuan harga juga penataan hasil produksi sehingga tidak mengalami over production yang mengakibatkan penurunan harga panen.
Kajian kelima ditulis oleh Novi Elvianita (2023) dengan judul “Pentingnya Keadilan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Politik Ekologi”. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara politik ekologi, keadilan lingkungan menjadi tonggak utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial.


Hal ini diperlukannya perlakuan yang merata terhadap beban lingkungan dengan berbagai kelompok sosial. Dalam mencapai keadilan lingkungan dibutuhkan perubahan struktural dalam sistem politik dan ekonomi serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan lingkungan merupakan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
E. [bookmark: _bookmark16]Teori Penelitian
1. Penjelasan Konsep
a. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. dengan mempertimbangkan pengertian di atas, limbah dapat disimpulkan sebagai sisa hasil produksi yang mengandung zat beracun yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Limbah B3 adalah limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang mengandung bahan berbahaya beracun yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan. Efek limbah B3 terjadi secara langsung melalui ledakan, kebakara, reagen, dan zat korosif (Aisya, dkk. 2021). Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan limbah konvensional, terutama pada sifatnya yang tidak yang sering berubah-ubah. Ketidakstabilan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti suhu, tekanan atau gesekan, dan pencampuran dengan bahan liannya. Dengan berkembangnya keanekaragaman industri yang berkelanjutan jumlah limbah industri B3 di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya (Faisal dan Jamal, 2022).
Sedangkan limbah masuk ke lingkungan melalui berbagai media termasuk air, tanah, udara, dan biota. Efek limbah dapat berlangsung secara berlanjut ataupun tidak, bertahap dan seketika,


teratur dan tidak teratur. salah satu limbah yang mengandung senyawa B3 adalah limbah industri, yang apabila dibuang langsung ke lingkungan akan membahayakan lingkungan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bahan yang terkandung dalam limbah industri termasuk sianida, pestisida, logam berat, minyak, pelarut, dan bahan kimia berbahaya lainnya (Hariyanto dan Dian, 2016). Fakta dari berkembangnya limbah B3 yang menjadi masalah signifikan selama era industrialisasi, maka penanganan dari kasus tersebut harus segera dilakukan untuk mencegah penyebaran.
b. Pencemaran Lingkungan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linngkungan Hidup Pasal 1 (14) “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu ligkungan hidup yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pengertian di atas terdapat 4 rumusan yaitu:
1. Pencemaran lingkungan mengandung makna adanya penurunan kualitas lingkungan yang berdasarkan tolak ukur tertentu.
2. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia dan proses alam. Akan tetapi, keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap alam.
3. Pencemaran lingkungan mengakibatkan kurangnya fungsi atau tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya.
4. Berdasarkan media pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Sedangkan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH No.
32 Tahun 2009 Pasal 1 (15) “kerusakan lingkungan lingkungan hidup adalah ukuran batas dan atau perubahan sifat fisik hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”. Dalam istilah asing ada


2 macam pencemaran yaitu pollotion yang berarti pencemaran lingkungan yang dapat diperbaiki. Sedangkan contamination yaitu rusaknya lingkungan yang membutuhkan bantuan teknologi untuk mengembalikannya kepada keaadan semula (Amnawaty, 2014)
Steven Grove membedakan bentuk pencemaran lingkungan:
1. Kontraminasi ke depan : situasi di mana polusi terjadi melalui pengenalan elemen-elemen yang tidak diinginkan ke dalam lingkungan oleh beberapa bentuk intervensi manusia.
2. Pengenalan kontraminasi balik dari ekosistem ke lingkungan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencemaran adalah
suatu kondisi lingkungan yang berubah dari bentuk asal pada keadaan lingkungan yang lebih buruk.
c. Industri
Industri adalah suatu unit usaha untuk melakukan kegatan ekonomi yang bertujuan mengahsilkan barang atau jasa, yang terletak di lokasi atau wilayah tertentu, serta memiliki catatn administrasi yang lengkap terkiat administrasi produksi, penghasilan serta struktur kepemilikan yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Chatra, 2021). Dengan arti lain, industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan jadi untuk menghasilkan inovasi baru dengan nilai jual yang lebih tinggi. Bahan mentah yang digunakan dalam proses industrialisasi bersumber dari sumber daya alam dan atau usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, contohnya seperti batu kapur digunakan untuk industri semen, kapas untuk industri tekstil, ketela untuk industri pangan. Bahan setegah jadi merupakan bahan baku yang tela mengalami beberapa proses sehingga dapat diproses lebih lanjut, misalnya kain yang dijadikan pakaian. Bahan jadi merupakan barang hasil olahan industri yan telah siap pakai sebagai alat produksi, contohnya seperti meuble, semen, bahan bakar, dll. Di Indonesia, pengklasifikasian industri


didasarkan pada jumlah tenaga kerja, nilai investasi yang digunakan serta nilai aset yang dimiliki. Selain itu, Sebagian besar memiliki ciri-ciri industri yang berbeda mulai dari yang mengandalkan keterampilan tradisional, seni hingga penggunaan teknologi (Putri, dkk, 2020).
2. Teori Ekologi Politik

Teori ekologi politik berkembang pesat seiring dengan berkembangnya kajian lingkungan yang menggabungkan dinamika lingkungan lokal dengan pendekatan ekonomi dan politik. Studi ekologi poltik mengatakan bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipahami hanya berdasarkan sudut pandang teknis yang memprioritaskan efisiensi melainkan terkait dengan kekuasaan (Arsenal 2009). Ekologi politik menemukan dua ruang yaitu ruang konflik dan kekuasaan. Ruang konflik terkait dengan proses penyusunan dan penetapan kebijakan dan keputusan politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Sedangkan ruang kekuasaan merupakan ruang pemimpin dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam konflik ruang (Dharmawan 2007). Kondisi lingkungan merupakan produk dari proses politik sehingga tidak terlapas dari politik ekonmi. Proses kerusakan SDA khusunya di dunia ketiga terjadi karena politik oligarki yang memungkinkan elaborasi anatara politisi, birokrasi dan pengusaha dengan melakukan dua strategi, yaitu membuat regulasi legal maupun proses legislasi yang mengandung unsur korupsi (Hakim, 2018). Pola tersebut menjadikan krisis ekologi dan merusak sumber daya alam yang tersedia.
Teori ekologi politik adalah cabang dari ilmu pengetahuan ekologi manusia dan lingkungan hidup, bersama degan ekonomi politik. Ekologi politik menganalisis bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an terdapat perkembangan dari kajian ekologi


politik. Dengan meningkatnya minat dan pengaruh manusia terhadap lingkungan biofisik, studi ekologi mulai memasukkan elemen politik pada tahun 1960 (Bryant dan Bailey, 1997). Perkembangan ekologi bergantung pada pendekatan baru yang menekankan aktivitas politik untuk mempertanyakan karusakan perilaku manusia. Akibatnya, kajian ekologi politik akan inheran bersifat politis (Forsyth, 2003). Dilihat dari bagaimana definisi ekologi politik, banyak yang menggabungkan ekologi dengan ekonomi politik.
Perspektif ekologi politik memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami pentingnya keadilan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ekologi Politik memandang manusia sebagai bagian dari ekosistem yang saling terkait, di mana kegiatan manusia dalam meraih kebutuhan hidupnya berinteraksi dengan lingkungan alam. Dalam perspektif ini, pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial. Paul Robbins (2012) mengatakan bahwa politik memiliki peran yang besar dalam perubahan lingkungan. Kebijakan dalam tata kelola lingkungan merupakan perubahan yang nyata yang akan mempengaruhi berbagai aspek meliputi pola relasi sosial, ekonomi masyarakat, serta dampak lainnya.
Terdapat beberapa pendekatan ekologi politk memiliki kaitan yang erat dengan bidang-bidang lainnya seperti budaya, lingkungan dan masyarakat. Ekologi politik dan politik lingkungan pada umumnya sering dipersamakan namun menurut Bryan dan Bailey (2001) keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Politik lingkungan adalah bidang ilmu politik yang mempelajari bagaimana lingkungan memengaruhi politik formal dan peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Hubungannya dengan ekologi politik tidak begitu kuat. Pendekatan ekologi politik memiliki perbedaan antara satu


sama lain namun saling melengkapi. Menurut Bryant dan Bailey (2001) ada 5 bagian dalam pendekatan yang terkait satu sama lain, diantaranya:
1. Pendekatan dengan perspektif traditional geography yang berkaitan dengan upaya untuk memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik.
2. Pendekatan yang bertumpu pada ekologi politik. Hal ini mengkesplorasi konsep pembangunan berkelanjutan untuk memperjelas asumsi dasar tentang masyarakat dan alam, serta ekonomi-politik.
3. Pendekatan dengan meilihat kajian politik dengan masalah ekologis dalam konteks geografis tertentu.
4. Pendekatan dengan eksplorasi pertanyaan ekologi politik yang berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, gender dan etnik.
5. Pendekatan yang focus terhadap kepentingan, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam memahami suatu konflik politik dan ekologi.

Filosofi pendekatan ekologi politik mengacu pada manusia yang harus bersahabat dengan lingkungan agar dapat mengelola dampak/resiko dari kerusakan lingkungan sehingga harus mengontrol perilaku dirinya dalam menggunakan sumber daya dan mencari alternatif penggunaan sumberdaya yang memiliki resiko kecil bagi kehidupan. Forsyth (2003) mengatakan bahwa kajian ekologi politik tidak terlepas dari pengaruh kapitalisme terhadap lingkungannya.

Berdasarkan beberapa uraian pendekatan ekologi politik di atas bersumber pada pendekatan aktor. Pendekatan aktor yang digunakan Bryant dan Bailey yaitu lingkungan telah dipolitisasi. Hal ini menandakan masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi dan politik yang mendasari masalah tersebut. Negara,


pengusaha, lembaga multilateral, LSM, dan aktor akar rumput adalah lima aktor yang disorotinya (Bryant dan Bailey,1997).
F. [bookmark: _bookmark17]Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai judul yang telah diajukan yaitu metode kualitatif dan pendekatan penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan entitas yang konkret serta mendefinisikan masalah yang dapat dibatasi atau dideskripsikan dalam parameter tertentu, misalnya waktu dan tempat yang spesifik (Creswell, 2014). Metode ini menjadi langkah peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terkait judul ini, penulis akan menelaah peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri pengolahan ketela dengan mengamati secara menyeluruh dari berbagai aspek guna mendapatkan data yang cukup untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun di atas. Berikutnya, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yang dapat menunjang penelitian kualitatif. Pendekatan ini membantu peneliti dalam membahas kasus yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati dengan meneliti yang rinci dan mendalam. Penelitian ini melibatkan beberapa aktor didalamnya mulai dari perspektif pengusaha pabrik ketela, pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
2. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini dihasilkan dari dua sumber yaitu sumber data premier dan sumer data sekunder. Sumber data premier didapatkan dari hasil penelitian langsung yang dilakukan peneliti di lapangan. Teknik pengumpulan data dari sumber data premier ini peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek utama yang diperlukan peneliti untuk menjawab rumusan maslah yaitu kepada pengusaha pabrik ketela, pemerintah Kabupaten Pati dan masyarakat


setempat. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang didapatkan peneliti berdasarkan data yang tidak dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data ini bisa didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Data sekunder yang diperlukan peneliti yaitu buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, skripsi dan hasil penelitian lainnya. Data ini diperlukan untuk menjadi bahan landasan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian untuk mendapatkan data. Beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi merupakan pengamatan terhadap fenomena di lapangan melalui kelima indra serta menggunakan audovisual (Creswell, 2014). Peneliti akan melakukan observasi pada lingkungan Desa Ngemplak Kidul yang tercemar limbah akibat pengolahan ketela.
2. Wawancara
Wawancara yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan teknik in depth interview yang diberikan narasumber berdasarkan pengalaman. Wawancara dalam pengambilan data ini dilakukan terhadap beberapa narusmber seperti 4 masyarakat Desa Ngemplak Kidul, 2 Masyarakat Desa Bulumanis Kidul, 2 Masyarakat Desa Cebolek Kidul, 3 pengusaha industri ketela, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Kabupaten Pati.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan dokumen yang relavan terhadap dampak limbah industri pengolahan ketela dan kebijakan pemerintah terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pati.



4. Teknik Analisis Data
Topik terhadap analisa data menekankan pada deskriptif kualitatif dengan hasil dari proses wawancara mendalam kepada narasumber yang telah dipilih peneliti. Data yang didapatkan bukan hanya sekedar proses wawancara melainkan dokumen-dokumen penunjang seperti laporan, foto, dokumentasi maupun biografi. Analisis adalah merumuskan suatu masalah yang ditungangkan dengan mengelompokkan yang didapat kemudian dioleh oleh peneliti sehingga terdapat sinkronisasi terhadap tema yang diangkat oleh peneliti (Moleong, 2011). Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis :
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum data yang telah diperoleh selama penelitian. Semakin lama penelitian yang dilakukan maka semakin banyak data yang didapat sehingga semakin meluas persoalan yang didapatkan. Maka dari itu, dibutuhkan reduksi data untuk memilih, merangkum atau meringkas data yang telah didapatkan agar sesuai dengan konteks yang akan dikaji. Hasil dari reduksi data tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang ada. Selanjutnya akan menghasilkan hasil yang jelas dari data yang telah direduksi, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran mengenai dampak limbah industri ketela di Kab. Pati.
2. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara singkat berdasarkan hubungan antara studi kasus dengan teori-teori yang telah didapatkan dari studi pustaka. Penelitian ini akan mencoba menguraikan secara singkat dampak limbah industri ketela di Kab. Pati berdasarkan perspektif ekologi politik.
3. Penarikan Kesimpulan


Keseimpulan adalah tahap akhir dari proses penelitian kualitatif. Analisis dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan yang berupa temuan baru yang belum pernah ditemukan pada penelitian sebelumnya. Keseimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang mengatasi masalah penelitian secara teoritis maupun empiris. Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industri ketela di Kabupaten Pati berdasarkan perspektif ekologi politik

G. [bookmark: _bookmark18]Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini peneliti menjelaskan terkait latar belakang yang menyeluruh, terdapat susunan rumusan maslah, tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan teoritis maupun praktis. Bab ini juga menjelaskan terkait konsep teori yang akan digunakan sebagai hasil skripsi. Metode dalam pemerolehan data dan pendekatannya sebagai akhir dari bab ini.

BAB II TEORI EKOLOGI POLITIK
Pada bab ini, diuraikan lebih luas terkait konsep teori yang sebelumnya telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Penjabaran teori yang mendalam pada bab ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang telah ditemukan oleh penelitin.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGEMPLAK KIDUL
Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan gambaran umum dari Desa Ngemplak Kidul yang sebagai objek penelitian. Gambaran umum tersebut diantaranya:
1. Profil lengkap Kabupaten Pati berupa sejarah, kondisi geografis, kondisi


demografis,	kondisi	ekologi	dan	lingkungan
2. Sejarah terbentuknya pabrik tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati.

BAB IV DAMPAK LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN KETELA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT
Bab ini memaparkan secara detail dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat limbah industri ketela.

BAB V TATA KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KETELA DI KABUPATEN PATI
Bab ini dijelaskan secara rinci terkait analisis tata kelola pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri ketela.

BAB VI PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dari susunan skirpsi. Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari seluruh serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan dan menjadi bentuk pertanggung jawaban atas rumusan masalah yang sebagaimana telah dipaparkan di atas. Tak lupa, pada bab ini penulis memberikan saran kepada pemerintah kabupaten, pengusaha, dan peneliti selanjutnya agar dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ekologi politik permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ketela di Kab. Pati.


[bookmark: _bookmark19]BAB II
TEORI EKOLOGI POLITIK


Permasalahan sumber daya yang terjadi di laut, darat bahkan udara sering dikatakan sebagai permasalahan teknis sehingga dalam penyelesaiannya bersifat teknis. Sebagai contoh, pencemaran sungai akibat proses produksi dari industri maka solusi yang di cari adalah solusi teknis berupa menemukan teknologi yang ramah akan lingkungnan. Hal tersebut tentu sangat dibutuhkan akan tetapi, permasalahan sumber daya alam tidak hanya persoalan teknis melainkan adanya masalah sosial-politik yang berkaitan dengan akses pemanfaatan dan control sumber daya alam(Arif Satria, 2009).White (2009) menyatakan bahwa kegagalan politik bukanlah sumber masalah pengelolaan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa metode pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral, teknokratis, eksklusif, dan elit tidak mungkin berhasil tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya alam.
Memahami persoalan sumber daya alam sebagai persoalan sosial- politik hal ini menjadikan focus dari pendekatan ekologi-politik. Ekologi politik adalah bidang kajian yang mempelajari aspek sosial-politik terhadap lingkungan. Menurut Bryant kerusakan lingkungan yang terjadi bukanlah berdasarkan alam itu sendiri melainkan adanya keterlibatan dari aktor-aktor berkepentingan baik pada tingkat local, regional, maupun global hal ini tidak terlepas dari adanya politized environment (Bryant & Bailey, 1997).
A. [bookmark: _bookmark20]Konsep Pokok
Kajian pada bidang ekologi politik pada mulanya berkembang pada 1970-an yang dipicu oleh perhatian terhadap interaksi manusia-lingkungan, seperti yang ditulis oleh Wolf (1972). Namun karya tersebut berkembang secara perlahan dikarenakan tidak ada karya ‘klasik’ yang menandai kemunculan bidang ini hingga mnculnya karya Watts (1983), Blaikie (1985), Bunker (1985) dan Hecht (1985). Beberapa alasan ekologi politik


Dunia Ketiga berkembang lambat pada tahun 1970-an. Pertama-tama, istilah “ekologi politik” memiliki konotasi negative yang kuat bagi kalangan kiri politik selama decade tersebut dikarenakan keterkaitannya dengan karya-karya Ehrlich (1968), Hardin (1968), Heilbroner (1974), dan Ophulus (1977) yang meramalkan bahwa dunia akan menghadapi bencana sosial dan lingkungan yang segera terjadi karena pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dan tingkat konsumsi yang tinggi. Namun faktanya, karya Erlich dkk. secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekologi politik “Dunia Ketiga” dan radikal. Hal ini dikarenakan reaksi neo-Mathusianisme terhadap klaim sederhana terkait pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan. Kritik yang diberikan oleh Erlich dkk. dalam karyanya secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa perlunya memahami degradasi lingkungan di Dunia Ketiga sebagai sebuah proses politik. Neo- Malthusianisme mendorong munculnya geografi pembangunan radikal sebuah sub-disiplin geografi yang sangat berpengaruh pada perkembangan ekologi politik Dunia Ketiga.
Forsyth juga menjelaskan bahwasanya kajian ekologi politik merupakan interdisipliner dari ekologi budaya. Perkembangan ekologi budaya yang berkembang pada tahun 1980-an menekankan pada perlunya menempatkan wawasan antropologi tentang interaksi manusia dan lingkungan dalam konteks apresiasi terhadap struktur politik dan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas suatu wilayah yang disebut “kontekstualisasi progresif” (Vidya, 1983). Integrasi akan pemikiran tersebut menjadi perhatian bagi para ahli ekologi politik seperti Hect, dkk. para ahli ekologi berusaha mengintegrasikan analisis berbasis tempat dan non-tempat yang beralih ke neo-marxisme pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Selama fase pertama ekologi politik Dunia Ketiga para ahli menggunakan neo-Marxisme sebagai cara untuk menghindari kesan apolitis terhadap karya-karya yang dilakukan oleh ahli ekologi budaya dan penulis neo-Malthusianism. Meskipun karya-karya yang diberikan bersifat empiris dan penekanan pada struktur  akan  tetapi,  cenderung  meremehkan  kemapuan  aktor-aktor


didalmnya seperti negara, perusahaan dan petani (Moore, 1993). Kekhawatiran akan pengaruh dari neo-Marxisme deterministic terhdap perkembangan ekologi politik maka dari itu, para ahli memanfaatkan teori neo-weberian dalam sosiologi politik untuk mengekplorasi implikasi konflik lingkungan hidup terhadap negara (Skopcpol, 1985).
Perkembangan ekologi politik Dunia Ketiga merupakan bagian dari proses perubahan lebih luas yang telah menyaksikan munculnya berbagai bidang penelitian lingkungan hidup dalam ilmuhumaniora sejak tahun 1960- an. Menurut Forsyth (2003) hubungan antara manusia dan lingkungan mempengaruhi degradasi lingkungan. Akan tetapi, pengembangan terhadap kajian ekologi dilihat pada pendekatan baru yang menekankan pada aspek politik dalam mempertanyakan perilaku manusia. Sehingga hal ini akan inheran bersifat politis (Forsyth, 2003). Ketiadaan politik lingkungan dalam penelitian di Dunia Ketiga menjadi sangat signifikan karena sifat tradisional penelitian di Dunia Ketiga yang apolitis. Akibatnya, sedikit penelitian terkait politik lingkungan melainkan ekologi politik. Namun, saat ini situasi mulai berubah di mana para ilmuwan politik semakin banyak yang beralih topik lingkungan di Dunia Ketiga (misal, Guimaraes, 1991; Hurrell, 1992). Maka dari itu, menurut Bryant (19) ekologi politik dan politik lingkungan memiliki perdedaan. Perbedaan pada keduanya terletak pada aspek teoritis dan empiris yang muncul dari disiplin ilmu yang berbeda. Politik lingkungan merupakan bidang penelitian dalam ilmu politik yang menerapkan	pertanyaan-pertanyaan	politik	tradisional	pada	isu-isu lingkungan. Dengan demikian, bidang ini mengkaji teori politik hijau, dampak isu-isu hijau terhadap proses politik formal, peran neara dalam pengeloalan lingkungan, dan politik lingkungan global (Young, 1992). Oleh karena itu, politik lingkungan dianggap berspektif teknosentrik daripapda eknosentrik sehingga kaitannya dengan dunia ketiga tidak terlalu kuat. (Satria, 2009). Sedangkan ekologi politik Dunia Ketiga berda pada disiplin ilmu geografi dan mengeksplorasi dimensi politik dari interaksi manusia-
lingkungan.



[bookmark: _bookmark21]Tabel 2. 1 Karakteristik Bidang Kajian Lingkungan

	Bidang
	Disiplin Ilmu
	Tema Pokok
	Affini

ties with Third World Political
Ecology
	Paradigma

	Ekologi Budaya
	Antropologi
	Adaptasi budaya terhdap
lingkungan
	kuat
	Eknosentrik

	Ekologi Ekonomi
	Ilmu Ekonomi
	Integrasi ekonomi	dan ekologi
(radikal)
	Kuat
	Eknosentrik

	Ekologi Lingkungan
	Ilmu Ekonomi
	Integrasi ekonomi	dan ekologi
(mainstream)
	Lemah
	Teknosentrik

	Sejarah Lingkungan
	Ilmu Sejarah
	Sejarah interaksi anusia-
lingkungan
	Sedang
	Eknosentrik

	Manajemen Lingkungan
	Geografi
	Manipulasi
lingkungan yang terencana
	Lemah	ke sedang
	Teknosentrik

	Politik
LIngkungan
	Ilmu Politik
	Teori	politik
hijau,	politik,
	Lemah
	Teknosentrik




	
	
	negara,	relasi
antar negara
	
	

	Sosiologi Lingkungan
	Sosiologi
	Greening interaksi sosial
dan sikap
	Lemah
	Eknosentrik

	Ekologi manusia
	Geografi
	Pemahaman ilmu fsik dan sosial	secara terpadu terhdap interaksi manusia-
lingkungan
	Sedang
	Eknosentrik

	Ekologi politik	dunia ketiga
	Geografi
	Ekonomi politik perubahan
lingkungan
	-
	Eknosentrik


Sumber : Bryant and Bailey 2001


Pada dasarnya ekologi politik mencakup berbagai kepentingan dan kegiatan politik non-negara dan kegiatan masyarakat sipil dibandingkan dengan politik lingkungan yang cenderung mengabaikannya. Ekologi politik menilai implikasi dari “lingkungan yang dipolitisasi” sedangkan politik lingkungan hanya mempertimbangkan lingkungan yang mengganggu proses politik formal. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kejian ekologi politik merupakan interdisipliner dari berbagai ilmu seperti geografi, antropologi, sosiologi, manusia, dan lain sebaginya. Hal ini dikarenakan tidak adanya kajian khusus ekolog politik yang dedikasinya dikhususkan untuk penelitian tersebut. Melainkan, sering didapatkan dari penelitian bidang lain seperti political Geography, cultural ecology, dan lain sebaginya. Meskipun, ekologi politik berkembang dari kritik terhdap


ekologi budaya, ekologi politik telah mengambangkan pertanyaan tentang kekuasaan dalam mempertimbangkan hubungan antara lingkungan dan budaya sehingga penelitian ekologi budaya relevan dengan ekologi politik di Dunia Ketiga terhdap peran hubungan kekuasan dalam mengkondisikan interaksi manusia-lingkungan. Pandangan ekologi politik terhadap interaksi manusia-lingkungan bersifat ekosentris. Hal Ini menunjukkan bahwa bidang ekologi politik memiliki kesamaan dengan ekologi budaya dan ekologi manusia dalam hal pandangan eknosentris yang didasarkan pada ketidakpercayaan pada solusi reformisi yang berbasis teknologi pada masalah lingkungan dan kesamaan akan perlunya tanggapan manajemen tingkat local terhdap masalah tersebut. Landasa keologi politik dari para ahli kebanyakan terkait sistem politik yang relative terdesentralisasi yang memadukan sosialisme dan anarkisme dalam mengejar keadilan sosial. Dengan beragamnya pendekatan terhadap bidang ekologi politik semakin memperkaya kajian ekologi politik sehingga perbedaan tersebut harus dilihat sebagai upaya pengkayaan ekologi politik daripada hanya sebagai sesuatu yang saling meniadakan (Arif, 2007).


B. [bookmark: _bookmark22]Pendekatan Ekologi Politik
Para ahli ekologi politik memiliki perspektif yang sama terkait ekonomi-politik akan tetapi, mengadopsi berbagai pendekatan dalam menerapkan perspektif interaksi antara manusia-lingkungan di Dunia Ketiga. Keberagaman pendekatan ini mencerminkan prioritas dalam bidang penelitian. Maka dari itu, Bryant dan Bailey (2001) memetakan lima pendekatan yang terkait satu sama lain, diantaranya :
1. Pendekatan yang berpijak pada kajian traditional geography, yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, serta memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik namun dengan sentuhan ekonomi-politik yang khas. Sehingga penelitian Blaikie (1985)


2. Pendekatan yang melibatkan focus pada konsep yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologi-politik.
3. Pendekatan ini mengkaji masalah politik dan ekologi yang saling terkait dalam konteks wilayah geografis tertentu.
4. Pendekatan dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi- politik yang berkaitan dengan karakteristik sosial-ekonomi seperti kelas, etnis atau gender.
5. Pendekatan dengan menekankan perlunya fokus pada kepentingan, karakteristik dan tindakan berbagai jenis aktor dalam memahami konflik politik-ekologi. Pendekatan dengan orientasi pada aktor berusaha untuk memahami konflik sebagi hasil dari interaksi berbagai aktor yang mengejar tujuan dan kepentingan yang sering kali berbeda (Long dan Long, 1992).
[image: ]
[bookmark: _bookmark23]Gambar 2. 1 Pendekatan ekologi politik dunia ketiga, sumber: The Third World Ecology Politic


Menurut Bryant dalam bukunya The Third Political Ecology (1997) menekankan peran dan interaksi para aktor dalam konflik lingkungan di Dunia Ketiga seperti Indonesia. Pendekatan ini berpijak pada konsep politicized environment yang memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik sehingga masalah lingkungan bukanlah sekedar masalah teknis pengelolaan(Bryant & Bailey, 2001). Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor, diantaranya :
a. Biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan Sebagian besar didistribusikan di antara para aktor secara tidak merata.
b. Distribusi biaya dan manfaat lingkungan tidak merata akan memperkuat atau mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada.
c. Dampak sosial dan ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan memiliki implikasi dalam hal perubahan kekuatan aktor yang hubungannya dengan aktor lain.
Bryant (1997) menyoroti 5 aktor yaitu negara, lembaga multilateral, pengusaha, LSM, dan akar rumput. Dalam hal ini, yang pertama negara memiliki peran penting karena memiliki dua fungsi sekaligus baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumber daya alam, serta sering mengalami konflik kepentingan, namun secara teoritis banyak kritik atas eksistensi negara. Pertama, negara mempersulit upaya memecahkan masalah lingkungan global karena negara-negara berusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang sering kali mengorbankan lingkungan. Kedua, negara tidak dalam kapasitas untuk memecahkan masalah lingkungan dalam berbagai level. Negara terlalu kecil untuk mengatasi permasalahan global dan terlalu besar untuk memecahkan masalah local. Johnston (1989) berpendapat bahwa peran negara sebagai fasilitator sistem kapitalis yang menghubungkan aktor tersebut dengan masalah-masalah lingkungan kontemporer yang merupakan hasil sampingan dari sistem tersebut.
Pada dasarnya kritik akan eksistensi negara terkait dengan perkembangan kapitalisme global karena negara merupakan aktor yang


diharapkan perannya untuk menyediakan barang public baik dari keamanan hingga infrastuktur sosial dan fisik, yang mana tanpa adanya sistem kapitalis hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena sulitnya akumulasi kapital. Selain dari itu, aktivitas industri banyak memaksimalisasi ekstraksi sumber daya yang akan di ekspor ke negar maju. Hal ini sering kali berdampak pada marjinalisasi masyarakat yang dulunya memiliki akses terhadap sumber daya alam tersebut dan negara berusaha menarik TNC untuk melalukan investasi di wilayahnya. Sehingga pada tahun 1980-an, negara-negara di Dunia Ketiga berada di bawah tekanan dari negara-negara Dunia Pertama untuk mencapai keseimbangan natara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan (Bryant & Bailey, 1997). Hal tersebut membuat negara sedang berkembang berada di posisi “serba salah”. Akan tetapi, secara empiris tidak terbukti bahwa kapitalisme dan negara selalu sejalan hal ini dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi di antara keduanya, seperti adanya kebijakan negara yang embatasi eksploitasi sumber daya untuk kepentingan produksi jangka panjang, sedangkan para pengusaha mempunyai keinginan yang berbalik dengan negara.
Kedua, lembaga multilateral yang merupakan salah satu ciri utama dalam perkembangan ekonomi kapitalis global pada abad ke-20 yaitu dengan teciptanya jaringan lembaga multilateral yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui penyediaan bantuan teknis dan finansial.sekelompok lembaga yang tergabung meliputi World Bank, IMF, dan FAO, dan PBB. Munculnya lembaga-lembaga multilateral yang Sebagian besar didedikasikan untuk menyediakan bantuan teknis dan keungan bagi Dunia Ketiga yang sedang berkembang. Namun,proyek-proyek yang dilakukan lembaga multilateral sering dikritik karena lebih menguntungkan pihak negara-negara maju, perusahaan multinasional daripada masyarakat local, pastoralists, petani kecil, dan masyarakat adat.
Ketiga, pengusaha atau pelaku bisnis dalam krisis lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan banyak bisnis yang


menggunakan teknologi dan modal besar untuk meningkatkan produksi, tetapi sering mengabaikan dampak ekologis dan sosial. Sehingga mereka berkontribusi dalam degradasi lingkungan seperti pencemaran air dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, bisnis bukanlah sekedar entitas ekonomi, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yan membentuk hubungan antara masyarakat, negara dan lingkungan. Bisnis dapat menjadi agen eksploitasi atau transformasi yang mendorong perubahan sosial dan ekologis, tergantung pada bagaimana mereka beroperasi dalam sistem politik dan ekonomi yang lebih luas.
Keempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pertumbuhan masalah lingkungan di seluruh dunia telah dikaitkan dengan munculnya organisasi non-pemerinta lingkungan (LSM) dalam ekologi politik. Pada Dunia Ketiga NGO memiliki peran yang besar pada dampak politik. Oleh karena itu, pengaruh LSM terhadap topografi lingkungan politik di Dunia menjadi sorotan oleh pembuat kebijakan dan akademisi. Seiring dengan perkembangannya, NGO memiliki peran sentral dalam pengelolaan berbagai aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan. Peningkatan tersebut dikarenakan menurunnya kapasitas negara sebagai aktor untuk menyediakan kesejateraan tersebut. sumber-sumber kekuatan LSM tidak dapat dijelaskan dengan mudah karena LSM tidak memiliki monopoli formal atas sarana dalam wilayah tertentu. Akan tetapi, LSM memiliki karakter moral yang kuat yang sepertinya tidak dimiliki oleh aktor lainnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan para pelaku di sektor pemerintah dan bisnis, LSM dianggap sebagai pembela pemerintah dalam bidang lingkungan hal ini karena LSM tidak terlihat mengambil keuntungan dari kegiatan yang merusak lingkungan. Tujuan LSM sendiri mencari cara untuk memecahkan permasalahan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan oleh LSM dalam teknik politik diantaranya, LSM untuk menggunakan pengaruh politik adalah melalui upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik lingkungan hidup dri negara, bisnis dan multilateral. Kedua, LSM melakukan aksi langsung yang terutama terkait dengan dukungan terhdap


proyek-proyek konservasi dan pembangunan yang diusulkan dan dioperasikan oleh aktor akar rumput. Ketiga, LSM untuk mencarai pengaruh politik melalui kampanye yang dipublikasikan dengan baik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran public tentang isu-isu lingkungan. Keempat, LSM berusaha untuk memberikan pengaruh politik melaluinkegiatan di konferensi lingkungan dan pembangunan global.
Selain itu, aktor kelima yang terlibat dalam ekologi politik yaitu aktor akar rumput merupakan pihak yang terlemah dalam politized environtment. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marjinalisasi dan rentan terhdap berbagai bentuk degradasi lingkungan baik bersifat harian maupun episodik. Namun, mereka juga sebagai agen perubahan, yang sering kali melawan ketidakadilan dengan tindakan protes, gerakan sosial, atau inovasi berbasis komunitas. Meskipun terkadang perlawanan mereka tidak begitu berdampak karena adanya kepentingan-kepintingan oleh aktor-aktor terlibat. Hal ini mencerminkan bahwa aktor-aktor lain memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan dnegan aktor akar rumput.
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B. [bookmark: _bookmark25]Profil Kabupaten Pati

1. Sejarah Kabupaten Pati
Sejarah Kabupaten Pati diawali dengan perang saudara yang terjadi antara pasukan Raden Kembangjoyo dengan Adipati Yudhopati. Hal ini dikarenakan disaat pencarian keris Rambut Pinutung dengan Kuluk Kanigoro yang dianggap sebagai pusaka hebat yang dimiliki Sukmoyono pasukan Parang Garuda (Prajurit Adipati Yudhopati) menemukan burunannya yaitu Dalang Soponyono, Dewi Ruyung Wulan bersama kedua adik Soponyono yang berada di Majasemi serta dilindungi oleh Penewu Sukmoyono. Maka terjadilah pertempuran seru yang memakan banyak korban dalam pertempuran rersebut. Salah satu dianatanya adalah Panewu Sukmayono. Mendengar bahwa kakaknya gugur, Raden Kembangjoyo mengamuk dengan memgang keris Rambut Pinutung dengan Kuluk Kanigoro itu untuk menghancurkan Pasukan Paranggarudo. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsoko dan berakhir membawa banyak korban.
Pertempuran tersebut terjadi karena Dewi Ruyung Wulan yang merupakan putri dari Adipati Carangkoso kabur dengan dalang wayang kulit yaitu Dalang Sapanyono yang digelar saat pesta pernikahannya dengan R. Jaseri yang merupakan anak dari Kadipaten Paranggaruda. Dewi Ruyung Wulan kabur karena tidak cinta kepada R. Jaseri karena memiliki fisik yang cacat dan berwajah jelek. Hingga akhirnya dalang Sapanyono, Dewi Ruyung Wulan dan kedua adik Dalang Sapanyono ketahuan mencuri semangka dan mentimun di sawah milik Raden Kembangjoyo. Pada akhirnya Dalang Sapanyono, Dewi Ruyung Wulan dan kedua adiknya disuruh menetap di Desa Majasemi.


Setelah pertempuran saudara Ki Saponyono mengantarkan Dewi Ruyung Wulan bersama dengan adik-adiknya kepada Raden Kembangjoyo untuk memperistri Dewi Ruyung Wulan. Hal tersebut dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Raden Kembangjoyo karena berhasil mengalahkan Yudho Pati adipati Paranggarudo. Kemudian, Raden Kembangjoyo menetap di carangsoko untuk mengganti kepemimpinan Puspo Handung Joyo dan diangkat menjadi Adipati karena telah berhasil menggabungkan tiga kadipaten yaitu Paranggarudo, Carangsoko dan Majasemi.
Untuk memperluas wilayah wilayah kekuasaannya dalam memimpin kadipaten, Raden Kembangjoyo mengajak Dalang Sapanyono dalam misi mencari lokasi yang baik untuk pusat pemerintahan hingga sampai di hutan Kemiri untuk dibabat untuk dijadikan Kadipaten dengan harapan kelak dapat menjadi kota raja yang makmur, gemah ripah loh jinawi. Hingga saat mereka membabat hutan, datanglah penjual dawet yang kemudian dibeli oleh Raden Kembangjoyo. Dengan keheranan akan cita rasa dari dawet tersebut Raden Kembangjoyopun menanyakannya kepada penjual yang ternyata minuman tersebut terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa. Dari situ Raden Kembang Joyo terinspirasi saat pembukaan hutan tersebut akan diberi nama Kadipaten Pati-Pesantenan. Hingga perkembangannya Kabupaten Pati-Pesantenan menjadi makmur gemah ripah loh jinawi dibawah kepemimpinan Kembang Joyo.


2. Kondisi Geografis
Kabupaten Pati terletak di pantai utara Pulau Jawa, bagian timur Provinsi Jawa Tengah dengan letak astronomi 110°01'5"–111°01'5" bujur timur dan 6°25'–7°00' lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pati memiliki batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah utara	: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa


b. Sebelah selatan	: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
c. Sebelah barat	: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
d. Sebelah timur	: Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Berdasarkan hasil EPT tahun 2002, luas wilayah kabupaten Pati adalah 150 368 Ha yang terdiri dari 59 332 Ha lahan sawah, 66 086 Ha lahan bukan sawah dan 24 950 Ha lahan bukan pertanian.
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[bookmark: _bookmark26]Gambar 3. 1Peta Kabupaten Pati, sumber: BPS Kabupaten Pati,
2022

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan dengan variasi ketinggian antara 2-624 mdpl yang sebagian besar wilayah Kabupaten Pati merupakan dataran rendah seingga wilayah ini potensial menjadi lahan pertanian diantaranya yaitu:

1. Lereng Gunung Muria yang membentang sebelah barat bagian Utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal dan Cluwak.


2. Daratan rendah, membujur di tengah sampai Utara Laut Jawa, meliputi Sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian utara, Sukolilo bagian utara dan Tambakromo bagian utara.
3. Pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan meliputi sebagian kecil Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Puncakwangi.
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[bookmark: _bookmark27]Gambar 3. 2 Luas wilayah dan lahan pertanian Kab. Pati, sumber: BPS Kabupaten Pati, 2022


3. Kondisi Demografis
Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Pati jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.349.172 jiwa dengan tingkat kepadatan


penduduk sebanyak 896,25 jiwa/km2 semakin tinggi kepadatan penduduk maka mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup semakin tinggi. Berikut jumlah penduduk di Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan :
[image: ]
[bookmark: _bookmark28]Gambar 3. 3 Jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan, sumber: BPS Kabpuaten Pati, 2022


Perbandingan jumlah penduduk pada tiap tahunnya Kabupaten Pati cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mempengaruhi aspek tingkat kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian karena banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli serta peningkatan pendapatan penduduk sangat


menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel pekerjaan masyarakat Kab. Pati
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[bookmark: _bookmark29]Gambar 3. 4 Status pekerjaan masyarakat Kabupaten Pati, sumber: BPS
Kabupaten Pati, 2022



Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya pekerjaan mayoritas masyarakat Kab. Pati sebagai buruh/karyawan dengan jumlah total 227.411 jiwa. Sebanyak 118.066 jiwa yang berusaha dibantu buruh tidak tetap. Masyarakat dengan usaha sendiri sebanyak 109.614 jiwa. Pekerja bebas non pertanian sebanyak 75.241 jiwa, pekerja keluarga sebanyak 64.110 jiwa, pekerja bebas di pertanian sebanyak 42.034 jiwa dan berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap sebanyak 26.016 jiwa. Berdasarkan pada data BPS Jawa Tengah 2019 dikatan bahwa Kabupaten Pati sebagai penghasil Ketela Pohon terbanyak ke-2 setelah Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu, berikut data luas tanam dan ketela pohon menurut kecamatan di Kab. Pati pada tahun 2020-2021.
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[bookmark: _bookmark30]Gambar 3. 5 Luas tanam dan luas panen ketela pohon di Kabupaten Pati, sumber : BPS Kab. Pati 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan pertumbuhan ketela pohon di Kabupaten Pati mengalami kenaikan yang cukup tinggi ditiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2020 jumlah luas panen ketela pohon di Kabupaten Pati senilai 15.850 (Ha) dan tahun 2021 mencapai angka
16.482 (Ha) luas panen.

4. Kondisi Ekologi dan Lingkungan
Perkembangan pembangunan yang segala sektornya bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri membawa resiko terhadap lingkungan hidup. Dalam program nasional, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terus diarahkan dalam dua kelompok yaitu pembangunan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas serta kelestarian lingkungan hidup.


Menurut BPS Kab. Pati (2020) kombinasi pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kulitas dan kelestarian lingkungan hidup yang ditekankan pada empat prioritas, diantaranya yaitu :
1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan
4. Peningkatan kulitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan

Berdasarkan prioritas di atas sumber daya yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan ekonomi yaitu:
1. Peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanina, perikanan dan kehutanan
2. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam
Sejalan dengan pertumbuhan pendunduk yang relatif tinggi dengan kualitas sumber daya manusia yang massh rendah, dan perubahan perilaku konsumtif cenderung akan memberikan tekanan yang lebih berat terhadap lingkungan di masa yang akan datang. Kondisi saat ini telah menunjukkan bahwasanya adanya penurunan kulitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat terdapat
35.154 pelanggan PDAM di Kabupaten pati. Meski demikian, produksi air bersih selama kurun waktu 2020 produksi air bersih yang dihasilkan oleh PAM mencapai 6.642.964 m3.
Dampak dari pembangunan ini sering kali menjadi boomerang bagi lingkunan hidup seperti terjadi bencana alam yang terkadang terjadi secara tiba-tida yang tidak diperkirakan kejadiannya. Tecatat jumlah bencana alam yang terjadi pada tahun 2011, 2014, 2018, 2019, dan 2020 adalah bencana banjir dengan kalkulasi sebanyak 355 kali selama periode tersebut. bencana banjir paling banyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 111 kali. Selain itu, ada bencana tanh longor yan terjadi pada tahun 2011


(12 kali), tahun 2014 (11 kali), tahun 2018 (16 kali), tahun 2019 (3 kali)
dan tahun 2020 (6 kali).


B. [bookmark: _bookmark31]Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul
Berdasarkan data Disdagperin Jateng, 2019 Kabupaten Pati menjadi sentra industri pengolahan ketela menjadi tepung tapioka di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kab. Pati sebagai penghasil ubi kayu atau ketela terbanyak ke-2 di Jateng setelah Wonogiri. Menurut BPS (2019) luas panen Kab. Pati sebesar 14.184 hektar, produksi sebesar 746.516ton dan produktivitas 526,31 kuintal/ha. Kecamatan Margoyoso merupakan sentra pengolahan tepung tapioka di Kab. Pati dengan jumlah industri rumah tangga sebanyak 530 unit industri yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan baku (Alfi Umniyyatin, 2023). Rata-rata dari industri yang beroperasi tidak memiliki izin atas lingkungan hidup dan hanya Sebagian kecil industri yang memiliki surat izin atas lingkungan seperti UKl-UPL. Desa Ngemplak Kidul didominasi oleh sektor home industry, perdagangan dan jasa. Struktur tanah yang berada di dataran rendah menyebabkan Desa Ngemplak Kidul kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat memilih mata pencaharian dalam bidang industri seperti buruh dan dagang.
Desa Ngemplak Kidul terdiri dari 22 RT dan 4 RW yang hampir semua memiliki industri pengolahan ketela mulai dari skala kecil hingga sklaa besar. Desa Ngemplak Kidul sebgai sentra pengolahan ketela di Kec. Margoyoso tidak terlepas dari sejarah desa itu sendiri. Desa Ngemplak berawal dari peran Mbah Ronggo Kusuma yang terusir dari Surakarta pada abad ke-16 kemudian Mbah Ronggo pergi ke Desa Kajen untuk belajar mengaji dengan Mbah Muttamakkin sehingga beliau disarankan untuk membuka lahan yang mulanya berupa alas rimbun hingga menjadi terang/amplak-amplak sehingga dinamakan Desa Ngemplak.


Sejarah industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul mulai sebelum tahun 1950an pada tahun 1950 masyarakat Ngemplak Kidul telah membuat olahan ketela menggunakan teknologi tradisional. Mulai dari pemarutan yang menggunakan tangan kemudian berkembang menggunakan mesin sepeda motor hingga menggunakan gilingan khusus yang memanfaatkan listrik. Dari pembuatan tersebut terdapat sari pati singkong yang kemudian dikembangkan menjadi panganan sehingga masyarakat Desa Ngemplak Kidul berupaya untuk mengambangkan hasil produksi. Seiring dalam pengembangannya, ditemukan bahwasanya tepung tapioka dapat menghasilkan peluang pasar yang sangat luas. Pada tahun 1970-an industri tepung tapioka mulai berkembang pesat di Desa Ngemplak Kidul hingga menjadi sentra pengolahan ketela di Kab. Pati dengan jumlah industri kurang lebih sekitar 200an unit baik yang masih beroperasi maupun tidak beroperasi. Hal ini menjadikannya sebagai usaha turun-temurun yang bersifat individual tanpa adanya koperasi atau suatu perkumpulan para pengusaha industri tepung tapioka. Saat ini, industri pengolahan ketela telah menyebar hingga ke desa-desa sekitar seperti Desa Waturoyo, Desa Sidomukti dan lain sebagainya. Usaha industri ini tergolong sebagai industri menengah kebawah dengan produksi yang bergantungan pada kapasitas penggilingan dan juga kebutuhan konsumen. Bahan baku yang dihasilkan untuk penggilingan didapatkan dari dalam kota maupun luar kota bahkan dari luar pulau jawa apabila ketela sedang langka.
Berikut proses produksi ketela menjadi tepung tapioka:
1. Pengupasan
Bahan baku ketela dikupas terlebih dahulu sebelum diproses serta proses sortasi untuk memilih ketela dengan kualitas yang baik
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[bookmark: _bookmark32]Gambar 3. 6 Hasil pemotongan dan pengupasan kulit ketela


2. Pencucian
Singkong yang telah dikupas dimasukkan ke bak untuk dilakukan pencucian. Proses ini membutuhkan air yang cukup banyak
3. Pemarutan
Ketela setelah dicuci bersih dimasukkan dalam bak yang didalamnya terdapat mesin potong dan parut. Dalam prosesnya mesin pemarut harus diberi air yang cukup sehingga menghasilkan bubur ketela
4. Penyaringan dan pemerasan
Bubur ketela yang dihasilkan dari proses pemarutan kemudian dimasukkan ke alat untuk proses penyaringan dan pemerasan. Dalam prosesnya alat harus disiram air dan air hasil penyaringan ditapis dengan kain tipis dibawahnya untuk menampung aliran air sehingga saringan ampas tertahan di atas dan air yang mengandung pati ditampung dalam bak pengendapan.
5. Pengendapan bubur ketela
Proes ini bertujuan untuk memisahka pati murni dan zat pengotor lainnya.
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[bookmark: _bookmark33]Gambar 3. 7 Pengendapan bubur ketela




6. Pengeringan
Proses ini dilakukan untuk mengurangi kandungan air dalam tepung tapioka. Proses ini dapat dilakukan denganberbagai cara seperti menggunakan sinar matahari ataupun dengan bantuan alat pengering. Pengeringan dengan menggunakan cara tradisional bisanya dilakukan selama dua hari tergantung pada teriknya matahari. Akan tetapi, pengeringan menggunakan sinar matahari akan memerlukan waktu yang lama apabila sedang musim penghujan.
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[bookmark: _bookmark34]Gambar 3. 8 Proses pengeringan menggunakan terik matahari


7. Penghalusan
Pada proses inin, tapioka yang telah kering setelah dijemur masih berbutir dan kasar dengan itu, tapioka dimasukkan ke dalam mesin penghalus dan akhirnya terkumpul dengan halus
8. Pengepakan
Tapioka kering dan halus dengan baik dimasukkan dalam karung dan siap untuk didistribusikan.

Penggilingan yang dilakukan oleh industri ketela selama setahun kurang lebih hanya berkisar 3-4 bulan dalam setahun. Hal ini dikarenakan penggilingan dilakukan bergantung pada ketersediaan bahan baku. Apabila hasil panen ketela banyak, maka penggilingan akan terus berjalan meningkat sedangkan setelah musim panen kapasitas penggilingan mengalami penurunan. Pemasaran hasil produksi di jual kepada pengepul ataupun langsung ke perusahaan besar seperti PT Dua Kelinci, PT Garuda hingga luar pulau jawa.
Hasil dari proses pengolahan ketela menjadi tepung tapioka menghasilkan beberapa limbah diantaranya:
1. Limbah padat


Limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan ketela berupa onggok ketela, kulit ketela hingga ampas ketela. Limbah onggok dan kulit ketela diolah kembali oleh pabrik untuk dijadikan pakan ternak dan dijual ke pengepul seperti ampas ketela.
[image: ]
[bookmark: _bookmark35]Gambar 3. 9 Ampas ketela
[image: ]
[bookmark: _bookmark36]Gambar 3. 10 Proses penggilingan onggok dan kulit ketela


[image: ]
[bookmark: _bookmark37]Gambar 3. 11 Hasil penggilingan onggok dan kulit ketela


2. Limbah cair
Limbah cair dari proses pengolahan ketela pada umumnya langsung dibuang ke sungai.
[image: ]
[bookmark: _bookmark38]Gambar 3. 12 Air sungai yang dibuangi air limbah pengolahan ketela


Semua limbah cair yang dihasilkan dari proses olahan ketela oleh industri rumahan di Desa Ngemplak dan sekitarnya dibuang langsung ke sungai tanpa melalui tahap pengolahan atau penyaringan terlebih dahulu.


Praktik ini berlangsung secara terus-menerus dan dala skala yang cukup besar, mengingat mayoritas masyarakat Desa Ngemplak Kidul dan beberapa desa lainnya menggantungkan penghdupan mereka pada sektor industri ketela. Akibat dari aktivitas ini, kualitas air sungai pada akhrnya menurun drastis seperti yang dapat dilihat pada perubahan warna air sungai, bau menyengat, serta kematian biota air. Pencemaran tersebut tidak hanay berdampak di wilayah hulu melainkan merugikan desa-desa yang dilalui aliran sungai di bagian hilir, seperti Desa Kajen, Desa Sekarjalak, Desa Cebolek Kidul, Desa Bulumanis Kidul dan beberapa desa lain yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan ketegangan social dan lingkungan antar wilayah, serta memperlihatkan betapa pentingnya pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan adil dalam sistem pembangunan.


[bookmark: _bookmark39]BAB IV
DAMPAK LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN KETELA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sehubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis terkiat “Tata Kelola Pencemaran Lingkungan Akibat Pengolahan Ketela di Kabupaten Pati” dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari limbah industri pengolahan ketela yang ada di Kab. Pati. Berkembangnya industri di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya sejalan juga dengan pembanguanan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha untuk tidak melampaui ekosistem yang menganggu kehidupan. Akan tetapi, masalah ini menjadi isu yang terus- menerus untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Forsyth (2003) bahwasanya degradasi lingkungan merupakan akibat dari kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang opresif sehingga berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai aktor rumput dalam ekologi politik berperan sebagai aktor terlemah dalam politisasi lingkungan karena sering kali mengalami marjinalisasi ataupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan. Maka dari itu, pemerintah sebagai aktor penting dalam ekologi politik perlu meninjau dampak-dampak yang dirasakan masyarakat agar dapat menetapkan suatu kebijakan dengan tanpa merugikan salah satu pihak, diantaranya :


A. [bookmark: _bookmark40]Dinamika Lingkungan
Perkembangan industri pengolahan ketela menjadi tepung tapioka di Kabupaten Pati yang bermula di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso saat ini berkembang hingga desa-desa sekitar seperti Desa Waturoyo, Desa Sidomukti, hingga menyebar ke kecamatan sebelah yaitu Kecamatan Trangkil. Industri pengolaha ketela menghasilkan berbagai macam limbah yang dapat mengancam lingkungan dalam jangka pendek maupun jangka


panjang. Limbah yang dihasilkan mencakup limbah cair, limbah padat, dan gas yang masing-masing memiliki potensi untuk mencemari ekosistem, menganggu keseimbangan lingkungan, serta kerusakan alam apabila tidak dikelola dengan baik. Semua limbah cair yang dihasilkan industri dibuang ke sungai yang berakhir ke laut. Limbah cair dari kegiatan industri menghasilkan zat organic dan zat-zat kimia seperti BOD5/COD, DO, CN, TSS, dan Klorin Bebas yang melebihi baku mutu. Dampak dari zat tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran Aliran air sungai bermuara hingga melewati beberapa daerah seperti Desa Ngemplak Kidul, Desa Sekarjalak, Desa Kajen, Desa Cebolek Kidul, Desa Bulumanis sebagai hilir sungai, dan beberapa desa lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 desa sebagai sampel penelitian yaitu Desa Ngemplak Kidul, Desa Cabolek Kidul dan Desa Bulumanis Kidul. Banyaknya industri yang berkembang di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya mengakibatkan beberapa kerusakan pada lingkungan, seperti :
1. Kekeringan pada saat musim kemarau
Kekeringan pada musim kemarau yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Desa Cebolek Kidul, dan Desa Bulumanis Kidul dianggap sebagai salah satu faktor dari berkembangnya jumlah industri pengolahan ketela di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah air yang digunakan oleh pabrik industri dalam produksi tepung tapioka dan skala pengeboran yang lebih besar dibandingkan milik rumahan masyarakat setempat. sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Bu Yati masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Bu Suffatun selaku Perangkat Desa Bulumanis Kidul, dan Pak Mashadi masyarakat Desa Cebolek Kidul

“Pengaruhnya mungkin saat musim kemarau kemarin mba, sebagian dari kami mengalami kekeringan mungkin karena kalah sama gilingan besar karena menggunakan bor yang besar. Jadi


kami ambil air dari yang pakai sibel besar seperti di mushola.” Kata Bu Yati, mayarakat Desa Ngemplak Kidul.

“Tapi ya, daerah-daeran yang deket sawah cukup terdampak karena pada saat kemarau kemarin banyak yang mengeluh seperti ‘bu, saya selama puluhan tahun ga pernah kekeringan’ hingga kemarin diganti sibel karena sanyo sudah tidak kuat kalau dulu kan sanyo sudah kuat sekarang harus sibel. Hal ini saya tidak tahu apa mungkin krn bor besar-besaran dari Ngemplak atau hal lain saya blm tau pasti.” (Bu Suffatun selaku Perangkat Desa Bulumanis Kidul).

“Akhir-akhir ini kalau musim kemarau beberapa mengalami kekeringan, saya juga tidak bisa memastikan karena faktor dari pemanfaatan air yang banyak dari industri ketela atau ada faktor lain.” (Pak Mashadi, masyarakat Desa Cebolek Kidul).

Industri pengolahan ketela tentunya membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang sangat besar yang digunakan dalam proses pencucian bahan baku, terlebih terdapat ratusan industri yang beroperasi di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya. Ketergantungan yang tinggi akan air ini menjadikannya sebagai penyebab eksploitasi terhadap sumber daya air yang tidak berkelanjutan, terlebih apabila industri tidak menerapkan sistem pengelolaan air yang baik. Pengambilan air dalam jumlah yang besar secara terus-menerus dari sumber air tanah dapat menyebabkan penurunan jumlah air yang signifikan sehingga mengurangi ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat. Apabila tidak ada kebijakan akan konservasi yang ketat, maka eksploitasi ini dapat memperburuh kondisi lingkungan daerah industri ketela. Dalam perspektif ekologi politik, fonomena ini mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik terhadap


sumber daya alam sedangkan masyarakat local menjadi pihak yang paling terdampak.

2. Banjir
Selain menjadi potensi pada kekeringan, limbah cair dari industri
ketela dapat menjadi faktor utama dalam risiko banjir terlebih diiringi dengan pembuangan sampah domestik yang sembarangan ke sungai. Banjir merupakan permasalahan yang terjadi di Desa Bulumanis Kidul sebagai hilir aliran sungai yang sering kali mengalami kerugian akan pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ketela. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bu Suffatun

“ Selain limbah cair dari industri juga banyak dari masyarakat yang membuang sampah domestik ke sungai sampai banjir.”

Volume limbah cair industri ketela yang bercampur dengan banyaknya limbah domestik sangat merugikan bagi masyarakat yang dilewati aliran air sungai, Ketika musim hujan datang, banjir sering kali menghantam beberapa rumah yang dekat dengan aliran sungai. Hal ini dikarenakan kurangnya resapan air yang ada di daerah aliran sungai karena minimnya pepohonan dan aliran air sungai ditutupi oleh tumpukan sampah. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh pedagang warung makan di Desa Cebolek

“Ya gini mba, kalau musim hujan tu kadang sampai banjir ya karena aliran air sungai ga lancar karena ada sampah-sampah”

Tumpukan sampah yang ada di sungai dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air dan mempercepat aliran permukaan air saat terjadi hujan lebat. Risiko terhdap banjir akibat dari limbah industri dan limbah  domestik  menunjukkan  bahwasanya  lingkungan  seringkali


merugikan alam itu sendiri dan juga masyarakat, sementara pihak industri yang memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil produksi sering kali tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang cukup untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya regulasi lingkungan yang lebih ketat baik bagi industri maupun masyarakat yang turut serta menyebabkan kerusakan lingkungan.

3. Pencemaran lingkungan
a. Dampak Pencemaran Air
Limbah ciar yang dihasilkan dari proses industri ketela menghasilkan berbagai zat organik maupun kimia dalam kadar tinggi, apabila tidak ada pengolahan yang tepat dan pembuangan langsung ke perairan sungai dapat menyebabkan pencemaran terhadap air yang serius. Limbah cair yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup dalam air termasuk mikroorganisme yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan biologis dalam air (Kurniawansyah dkk., t.t.). Air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir yang dalam perjalannya melewati daerah permukinan penduduk sehingga banyak limbah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk salah satu diantaranya kegiatan industri ketela yang dibuang ke sungai diiringi dengan limbah domestik, dan sampah organik seperti dedaunan menyebabkan pencemaran pada air sungai. Seperti yang dikatakan oleh beberapa masyarakat Desa Bulumanis Kidul, dan Desa Cebolek Kidul.

“Kualitas air yang ada di desa sini itu berbeda dengan desa-desa yang memang tidak dialiri air sungai yang ada limbahnya. Airnya aga licin kalau dibuat mandi, jadi habis mandi rasanya ngga seger gitu.” (Pak Mashadi, Masyarakat Desa Cebolek Kidul)



“ Kualitas air di sini cukup berbeda mba dengan desa lainnya, airnya itu licin gitu apalagi rumah saya dibelakangnya kali. Jadi, untuk mengantisipasi airnya cuma saya gunakan untuk mandi, kalau buat masak saya beli beli air sendiri.” (Pak Budi Utomo, Sekretaris Desa Cebolek Kidul)

“Airnya ya gitu mba, licin ga kayak di desa-desa lain.” (Bu Suffatun, warga Desa Bulumanis Kidul).

“ Beda sama di rumah saya mba, di sini airnya licin gabisa keset.” (Bu Durrotun, warga Desa Bulumanis Kidul).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya air sungai yang tercampuri oleh limbah cair industri dan limbah domestik membawa pengaruh terhadap kualitas air yang digunakan oleh permukiman penduduk yang dialiri aliran sungai. Pada dasarnya bumi memiliki kemampuan untuk menyerap serta memurnikan sebagian kecil bahan pencemar. Akan tetapi, kuantitas bahan pencemar yang semakin meningkat mengakibatkan lingkungan tidak mampu lagi memperbaiki kualitas air.


[image: ]
[bookmark: _bookmark41]Gambar 4. 1 Aliran air sungai Desa Bulumanis Kidul
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[bookmark: _bookmark42]Gambar 4. 2 Aliran air sungai Desa Cebolek Kidul



b. Dampak Pencemaran Udara
Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh polutan dapat merugikan makhluk hidup. Polutan merupakan zata atau bahan yang mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap makhluk hifup dan ekosistem. Polutan selain mencemari air dapat mencemari udara dan tanah. Pencemran udara yang terjadi di sepanjang aliran sungai diakibatkan oleh limbah cair industri yang bercampur dengan limbah domestik. Kontraminasi tersebut menghasilkan bau yang menyengat sehingga menganggu indra penciuman masyarakat setempat dan orang yang berlalu lalang memasuki wilayah Margoyoso,

“Sekarang baunya cukup mereda nggak kaya dulu, dulu dari kejauhan 200-an meter baunya masih menyengat. Seiring berjalannya waktu pabrik makin pinter kerena yang dibuang sekarang ini cuma limbah cair, meskipun masih ada lindur yang ikut kebuang.” (Pak Mashadi, Masyarakat Desa Cebolek Kidul).

“Baunya ya menyengat banget mba, apalagi belakang ini tempat penumpukan sampah kiriman dari mana saja. Apalagi kalau jemur baju dibelakang, bajunya ikut bau asem-asem gimana gitu.” (Bu Suffatun, Masyarakat Desa Bulumanis Kidul).

“ Saya awal kesini kaget mba, ini bau apa kok baunya menyengat sekali ternyata belakang rumah ini sungai yang dialiri air limbah tela yang asalnya dari Ngemplak.” (Bu Durrotun, Masyarakat Desa Bulumanis Kidul)


Fenomena ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang rumahnya teraliri air sungai. Begitu juga dengan masyarakat Desa Ngemplak Kidul sebagai penyumbang limbah cair tapioka terbesar merasa dirugikan akan bau akan tetapi, permasalahan ini dianggap sebagai konsekuensi bagi mereka yang hidup di daerah industri yang berkambang sejak pasca kemerdekaan. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat

“Karena ini daerah industri ya baunya kayak gini.” (Bu Ngatinah, masyarakat Desa Ngemplak Kidul).

“Nggak terganggu, biasa saja.” (Bu Winasih, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul)

“Sebenarnya terganggu tapi ini konsekuensi kita yang hidup di daerah industri, ibarat kita tinggal di samping bengkel pasti suaranyanya menganggu, begitu juga dengan ini karena hidup didaerah industri.” (Pak Mashadi, Masyarakat Desa cebolek Kidul)

“Ya mau gimana lagi mba, emang wilayahnya kaya gini ya harus biasa.” (Bu Durrotun, masyarakat Desa Bulumanis Kidul)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat mengatakan bahwa selain masyarakat dirugikan akan pencemaran tersebut mereka juga harus dipaksa untuk terbiasa dengan bau menyengat yang mengannggu indra penciuman. Pencemaran udara akibat percampuran limbah industri ketela dan limbah rumah tangga bukanlah sekedar permasalahan teknis belaka. Apabila dilihat dalam perspektif ekologi politik, pencemaran udara bukanlah terjadi karena


akitivitas konsumsi dan produksi, melainkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat sering kali menanggung beban akan dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tanpa pengolahan yang seharusnya diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Akan tetapi, dalam hal ini masyarakat juga ikut serta dalam merugikan lingkungan karena kurangnya kesadaran akan pelestarian lingkungan. Pencemaran udara ini mencerminkan bagaimana lingkungan didistribusikan dengan tidak adil.


B. [bookmark: _bookmark43]Dinamika Sosial

1. [bookmark: _bookmark44]Adanya keterpaksaan untuk “berdamai”
Industri pengolahan ketela merupakan industri rumahan turun- temurun yang telah berkembang tidak jauh dari masa kemerdekaan Indonesia. Dengan meningkatnya industri ketela di Kabupaten Pati karena sebagai penghasil ketela terbesar ke-2 di Jateng memicu permasalahan yang tak kujung terselesaikan dari sekian tahun lamanya yang bahkan menurut masyarakat setempat mereka tidak yakin kapan awal mula permasalahan ini terjadi. Hal ini dikarenakan disaat mereka lahir bahkan orang tua mereka lahir telah dihadapkan oleh permsalahan tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri pengolahan ketela di Desa Ngemplak Kidul.

“waduh, kalau ditanya kapan awal mula pencemaran limbah ini terjadi ya saya tidak tahu mba, soalnya ini sudah ada sejak saya lahir bahkan di saaat orang tua saya lahir dan kecil juga sudah gini” (Bu Yati, masyarakat Desa Ngemplak Kidul)


“kalau kata orang-orang tua industri ketela ini sudah ada pasca kemerdekaan.” (Pak Pur, masyarakat Desa Ngemplak Kidul)

Berdasasrkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa persoalan limbah cair dari industri ketela sudah menjadi bagian dari realitas sosial dan ekologismasyarakat selama beberapa generasi. Sayangnya, meskipun permasalhan ini telah berlangsung puluhan tahun, hingga saat ini belum ada penanganan yang efektif dari pihak yang berwenang. Kurangnya tindakan nyata dari pemerintah dalam mengatsipencemaran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan, melainkan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan khususnya bagi desa-desa yang terdampak aliran sungai tercemar. sehingga masyarakat seolah dipaksa untuk “berdamai” dengan kondisilingkungan yang tercemar karena tidak adanya penyelesaian yang efektif atas permasalahan yang berkepanjangan ini.
2. [bookmark: _bookmark45]Mengikuti pola yang tidak baik
Seiring dengan meningkatnya volume air limbah dari industri pengolahan ketela yang dibuang langsung ke sungai, kondisi sungai pun mengalami pencemaran yang cukup parah seperti bau menyengat, perubahan warna, dan kualitas airmenyebabkan sungai tidak lagi layak untuk digunakan, bahkan hanya untuk aktivitasdasar seperti mengairi lahan pertanian. Dalam kondisi sungai yang sudah tercemar ini, memunculkan perilaku baru dari Sebagian warga yang kemudian ikut serta membuang sampah domestic mereka ke sungai. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa sungai tersebut sudah terlanjur tercemar sehingga pembuangan sampah ke sungai dianggap tidak akan memberikan dampak tambahan yang signifikan bagi alam.
Persoalan ini secara tidak langsung memperburuk permasalahan krisis lingkungan yang terjadi. Alih-alih menjadi tempat aliran air bersih dan sumber kehidupan, sungai kini berubah fungsi menjadi


tempat pembuangan akhir bagi limbah industri maupun sampah rumah tangga. Tindakan ini mencerminkan bentuk ketidakpedulian yang lahir dari keputusasaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang tak kunjung membaik. Serta minimnya edukasi lingkungan dan pengawasan dari pemerintah
3. [bookmark: _bookmark46]Konflik antara desa-desa terdampak

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan fiisik akan tetapi, memicu ketegangan sosial antar wilayah. Konflik yang terjadi melibatkan beberapa desa, yaitu Desa Kajen, Desa Cebolek Kidul, dan Desa Bulumanis Kidul yang berada di hilir sungai mengalami dampak paling besar karena seluruh limbah dan sampah dari dasa-desa lainnya terakumulasi di wilayahnya.
Ironisnya, masyarakat d hilir tidak dapat memastikan secara pasti desa mana yang menjadi pemnyumbang sampah terbesar sehingga permasalahan ini memunculkan saling curiga antara desa-desa tersebut.
Guna mengetahui penyumbang sampah dari desa mana dan mengurangi sampah yang mengalir ke sungai, dibuatlah penyaring sampah yang diihasilkan dari musyawarah antar desa. Namun pada kenyataannya hal tersebut bukanlah menjadi solusi melainkan menjadikan konflik antar desa karena akibat dari penyaringan sampah tersebut Desa Kajen mengalami kebanjiran karena sampah tidak dapat mengalir hingga hilir. Hingga pada akhirnya, penyaringan sampah tersebut dibuka kembali. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara oleh warga Desa Cebolek Kidul dan Desa Bulumanis Kidul.

“Dulu itu pernah kita buat ibaratnya saringan sampah karena kalau masalah limbah memang sudah tidak bisa kita atasi jadi untuk mengurangi pencemaran kami membuaut penyaringan. Tapi itu kok malah jadi konflik saudara karena Desa Kajen marah


kita buat saringan karena itu mereka pernah sampai banjir jadi ya dibuka lagi.” (Pak Mashadi, Masyarakat Desa Cebolek Kidul)

“Waktu itu ada penyaringan sampah mba, eh malah jadi masalah karena Desa Kajen jadi banjir.” (Bu Suffatun, Masyarakat Desa Bulumanis Kidul)

Upaya berupa penyaringan tersebut sebenarnya merupakan bentuk inisiatif yang cukup progresif, menunjukkan adanya kesadaran warga akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Namun, tanpa dukungan dan koordinasi antarwilayah yang baik, solusi tersebut justru berpotensi memicu konflik. Ketegangan sosial yang muncul di anatara desa-desa terdampak mencerminkan adanya ketimpangan structural dalam hal regulasi dan pengelolaan sumber daya. Konflik yang terus berulang menandakan bahwa persoalan ini tidak hanya terletak pada perilaku masyarakat atau dampak lingkungan semata, melainkan absennya kebijakan yang adil dan tegas dari pihak berwenang. Pemerintah sebabgai pemegang otoritas dalam pengelolaan lingkungan tampak lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Akibatnya, masyarakat dibiarkan untuk menyelesaikan masalah seara swadaya dan cenderung saling menyalahkan satu sama lain.


4. [bookmark: _bookmark47]Solusi mengatasi konflik

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial atas dampak pencemaran yang ditimbulkan, pelaku usaha di Desa Ngemplak Kidul memberikan uang kompensasi kepada desa-desa yang terdampak seperti, Desa Cebolek Kidul dan Desa Bulumanis Kidul. Dana kompensasi tersebut disalurkan setiap tahunnya melalui pihak kecamatan dan umumnya digunakan untuk kegiatan pembersihan sungai dan pengangkutan sampah yang menumpuk di aliran sungai. Namun, meskipun bantuan finansial ini menunjukkan adanya niat baik dari pelaku usaha, jumlah uang kompensasi yang diberikan ternyata tidak sebanding dengan besarnya kerusakan lingkungan dan volume limbah cair industri yang terus bertambah setiap waktu.
Upaya untuk mengurangi permasalahan pecemaran lingkungan akibat limbah cair dan limbah rumah tangga Pemerintah Desa Cebolek Kidul mengambil langkah inovatif dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelestarian lingkungan. Peraturan ini dirancang untuk mengurangi pencemaran yang terjadi di desa tersebut, terutama akibat kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, serta untuk mengidentifikasi asal pelaku pembuang sampah domestic ke sugai.


[image: ]


[bookmark: _bookmark48]Gambar 4. 3 Perdes No. 2 Tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan, sumber: Peraturan Desa Cebolek Kidul terkait sampah


Dalam Perdes tersebut, ditegaskan bahwasanya siapa pun yang didapati membuang sampah ke sungai akan dikenakan denda sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukannya. Jika dilihat dari perspektif ekologi politik, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Desa Cebolek Kidul mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan dan dinamika sosial memperngaruhi efektivitas regulasi lingkungan. Pada awal penerapannya, peraturan desa (Perdes) yang mengatur sanksi bagi pelaku pembuangan sampah ke sungai menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mengubah perilaku buruk masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan meningkat dan kebiasaan membuang sampah domestik ke sungai mulai berkurang secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi pengawasan ketat dari pemerintah desa serta penerapan sanksi yang tegas, sehingga menciptakan kepatuhan di kalangan masyarakat. hal ini dalam ekologi politik menunjukkan bahwa intervensi negara (meskipun dalam skala


desa) dapat mengarahkan perubahan perilaku lingkungan melalui kebijakan dan pengawasan .
Namun, seringwaktu, efektivitas peraturan tersebut mulai menurun akibat berkurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah desa. Tanpa adanya pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan, masyarakat secara perlahan kembali ke kebiasaan lama dan aturan yang semula berdampak positif kini hanya menjadi peraturan tertulis yang tidak lagi dijalankan dengan baik. Tentu saja hal ini sangat disayangkan meskipun kondisi lingkungan di Desa Cebolek Kidul saat ini lebih baik dibandingkan di masa lalu. Fenomena ini menjelaskan bahwa regulasi ingkungan sering kali menghadapi tantangan dalam berkelanjutan penerapannya, terutama pada saat struktur pengawasan mulai melemah. Meski demikian, dampak positif dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa membawa dampak dalam jangka panjang karena telah mengalami perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam lingkungan meskipun tidak lagi dijalankan secara ketat seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dapat menciptakan perubahan structural yang lebih mendalam jika disertai dengan edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan. Dalam perspektif ekologi politik, persoalan ini mencerminkan bagaimana kebijakan lingkungan dapat membentuk norma sosial baru dalam masyarakat yang kemudian dapat bertahan meskipun tingkat pegawasan berkurang.
Untuk memastikan efektivitas ini tetap terjaga, diperlukannya upaya lebih lanjut, baik melalui penguatan kembali sistem pengawasan maupun dengan memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar kesadaran akan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selaian itu, kerjasama anatara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat regulasi dan sumber daya yang tersedia menjadi faktor penting dalam mengatasi ppermasalahan lingkungan secara lebih sistematis. Kebijakan lingkungan yang berhasil membutuhkan sinergi


anatara aktor-aktor berkepentingan seperti negara, pengusaha industri ketela, dan masyarakat agar tidak hanya menjadi aturan tertulid, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial yang berkelanjutan.
Meskipun langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Cebolek Kidul, seperti pembuatan penyaring sampah di aliran sungai dan membuat kebjakan akan sampah, dapat dikatakan sebagai solusi yang cukup inovatif dalam upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan, namun kebijakan tersebut belum mampu menjadi solusi konkret yang menyelesaikan akar permasalahan konflik antar desa. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut hanya berfokus pada penanganan gejala pencemaran, bukan pada sumber utama pencemaran itu sendiri, yakni pembuangan limbah cair industri ketela yang tidak melalui proses pengolahan. Akibatnya, alih-alih memperkuat solidaritas antarwilayah, inisiatif ini justru memunculkan ketegangan baru, terutama dengan Desa Kajen yang mengalami banjir akibat aliran sampah tersumbat oleh penyaring yang dipasang. Ketidakhadiran kebijakan lintas desa yang terkoordinasi serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah membuat solusi parsial ini tidak mampu menciptakan keadilan ekologis, melainkan hanya memindahkan beban permasalahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Berdasarkan ekologi politik, dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang sering kali termarjinalisasi memandang bahwa penyelesaian dari permasahan ini tidak hanya berdasarkan teknis dalam pengelolaan limbah, tetapi reformasi kebijakan yang lebih adil dan partisipatif. Dibutuhkannya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur industri agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, serta adanya insentif bagi masyarakat dan industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Selain itu, mekanisme terhadap distribusi manfaat ekonomi harus diperbaiki agar tidak hanya menguntugkan satu wilayah tetapi juga memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat desa terdampak lainnya. tanpa adany perubahan dalam tata kelola


lingkungn dan kebijakan yang lebih berpihak pada keseimbangan ekologi dan keadilan sosial, konflik dan degradasi lingkungan akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi masyarakat di masa depan.
Selain itu, sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial atas dampak pencemaran yang ditimbulkan, pelaku usaha di Desa Ngemplak Kidul memberikan uang kompensasi kepada desa-desa yang terdampak seperti, Desa Cebolek Kidul dan Desa Bulumanis Kidul. Dana kompensasi tersebut disalurkan setiap tahunnya melalui pihak kecamatan dan umumnya digunakan untuk kegiatan pembersihan sungai dan pengangkutan sampah yang menumpuk di aliran sungai. Namun, meskipun bantuan finansial ini menunjukkan adanya niat baik dari pelaku usaha, jumlah uang kompensasi yang diberikan ternyata tidak sebanding dengan besarnya kerusakan lingkungan dan volume limbah cair industri yang terus bertambah setiap waktu.


C. [bookmark: _bookmark49]Dinamika Ekonomi

1. [bookmark: _bookmark50]Dampak positif

Keberadaan industri pengolahan ketela di Desa Ngemplak Kidul memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Mayoritas masyarakat di des aini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai buruh di pabrik pengolahan ketela menjadi tepung tapioka. Sejalan dengan penyataan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Ibu u Ngatinah, Ibu Winasih, dan Ibu karni.
“kita merasa diuntungkan, karena banyak yang kerja di situ dan bergantung sama gilingan.”
Pendapatan yang dihasilkan dari industri ini telah meningkatkan taraf hidup Sebagian besar masyarakat Desa Ngemplak Kidul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyekolahkan anak-anak, dan lain sebagainya. Degan demikian, industri pengolahan ketela menjadi tulang punggung perekonomian desa dan berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran.
2. [bookmark: _bookmark51]Dampak negatif
Desa Cebolek Kidul dan Desa Bulumanis Kidul sebagai desa terdampak limbah cair industri secara ekonomi tidak mengalami peningkatan secara signifikan karena hanya sekitar 20% penduduk desa Bulumanis Kidul yang bekerja di industry pengolahan ketela. Seperti yang dikatakan Bu Suffatun

"secara ekonomi tidak terlalu diuntungkan karena hanya 10-20% masyarakat yang bekerja di Ngemplak karena sekarang tenaga kerja orang sudah dikurangi”


“Desa Cebolek tidak terlalu diuntungkan karena hanya sekitar 10% warga yang kerja sebagai buruh pabrik telo” (Pak Budi Utomo, Perangkat Desa Cebolek Kidul).

Sementara itu, mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Akan tetapi, pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri membawa dampak yang sangat merugikan bagi para petani dan petambak di Desa Bulumanis Kidul. Air sungai yang secara umumnya sebagai sumber utama irigasi kini tidak dapat digunakan lagi sebagai sumber irigasi melainkan sebagai pengairan sebelum pembajakan pada saat musim kemarau. Zat kimia yang terkandung dalam air sungai karena limbah industri dan sampah rumah tangga menagnggu kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Alhasil, panen warga mengalami penurunan yang cukup drastis, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya itu, nilai hasil jual pertanian desa tersampak yaitu desa Bulumanis Kidul mengalami penurunan yang anjlok, bahkan dihargai setengah dari harga panen desa lain yang tidak terdampak pencemaran air sungai.

“Sawah yang di samping sungai sangat mengalami kerugian dek, kalau musim penghujan itu sering gagal panen karena air sungai sering masuk ke lahan persawahan jadinya ya banyak yang mati, begitu juga dengan tambak. Hasil panen daerah sini juga jauh dari harga jual di desa lain yang ga kena air limbah. bahkan dihargai setengah dibawahnya lho. Biasanya setahun panen bisa 3 atau 4 kali, sekarang ini cuma sekali ya karena sekarang banyak dari pabrik tela yang pake kaporit.” (Bu Suffatun, masyarakat Desa Bulumanis Kidul).


Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat berasumsi bahwasanya zat kimia yang ada di sungai sangat merugikan bagi petani da petambak. Dalam perspektif ekologi politik, pencemaran sungai yang diakibatkan oleh zat kimia dari aktivitas industri bukan sekedar permasalahan lingkungan melainkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan dampak ekologis yang tidak merata. Petani dan petambak sebagai kelompok berbasis alam menjadi pihak yang paling terdampak akan perncemaran ini. Akibatnya, ketika lahan pertanian dan tambak tercemar, mereka terpaksa untuk menganggurkan lahan atau mencari alternatif mata pencaharian lain yang belum tentu memberikan hasil sebaik sektor pertanian dan perikanan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan ketidakadilan ekologis, di mana kelompok rentan lebih banyak menganggung dampak dari aktivitas industri yang menguntungkan kelompok ekonomi tertentu.
Dampak pencemaran ini tidak hanya dirasakan oleh petani dan petambak, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Menurunya hasil pertanian berpengaruh langsung pada daya beli warga yang menyebabkan perputaran ekonomi desa menjadi lambat. Banyak keluarga yang kesulitan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar desa dan meninggalkan lahan pertanian mereka. Hal ini menjukkan bahwa degradasi lingkungan dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial- ekonomi yang lebih luas. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi yang konkret tanpa dipungkiri kondisi ekonomi desa akan mengalami penurunan di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran pemerintah dalam mengatur kebijakan lingkungan yang lebih ketat terhadap industri, memastikan adanya regulasi yang membatasi pembuangan limbah ke sungai, serta memberikan solusi bagi petani yang terdampak. Selain itu, pihak industri ikut serta terhadap tanggung jawab untuk menerapkan teknik pengolahan limbah agar ramah


lingkungan. Partisipasi masyarakat desa terhadap kesadaran untuk tidak ikut serta membuang sampah ke sungai sangat dibutuhkan agar keseimbangan antara perkembangan industri dan keberlangsungan sektor pertanian dan pertambakan dapat tetap terjaga. Dalam ekologi politik, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan kebijakan terhdap lingkungan menjadi faktor utama dalam memastikan regulasi berpihak pada kepentingan ekologi dan masyarakat local. Dengan adanya kolaborasi antara aktor-aktor tersebut pencemaran sungai secara perlahan dapat diminimalisir sehingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi desa tetap terjaga.


D. [bookmark: _bookmark52]Dinamika Politk

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Konflik sosial yang berkepanjangan anatara desa pemasok limbah dan desa terdampak berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Khususnya, masyarakat Desa Bulumanis Kidul merasa pesimis akan upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat konflik tersebut sudah berlangsung lama tanpa adanya solusi yangg benar-benar efektif. Ketidakpastian ini semakin memperkuat anggapan bahwa pemeritah tidak mampu menangani permasalahan lingkungan. Warga desa yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan perikanan makin frustasi karena harapan mereka agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata selain sosialisasi semakin memudar. Masyarakat makin lelah untuk berharap yang tak kunjung ada kepastian dan tindakan sejak awal pencemaran terjadi. Keluhan demi keluhan telah disampaikan namun hingga saat ini tidak ada kebijakan ataupun tindakan dari pemerintah yang memiliki kewenangan lebih akan pelestarian lingkungan untuk memberikan solusi jangka panjang. Sejalan dengan yang disampaikan oleh bu Suffatun




“bisa dikatakan masyarakat kurang percaya sama pemerintah kabupaten karena sudah beberapa kali ajukan komplain ke DLH tapi sampai saat ini tidak ada penanganan yang cukup efektif dan masyarakat hanya diberikan sosialisasi tanpa ada tindakan dan janji seperti nanti bakal ditindak lanjuti dari pemkab tapi sapai saat ini belum ada apa-apa”

Berbagai upaya dilakukan oleh warga desa, termasuk mengadakan musyawarah dengan pemerintah serta koordinasi antar desa tuntuk mencari jalan keluar. Akan tetapi, hingga saat ini, tindakan nyata dari pemerintah kabupaten sangatlah minim. Sejauh ini hanyalah sosialisai yang dapat diberikan oleh pemerintah. Upaya tersebut bagi masyarakat terdampak tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sosialisasi tanpa diikuti dengan tindakan yang konkret seperti pengelolaan limbah yang lebih ketat hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Sementara itu, kondisi lingkungan semakin memburuk dan dampaknya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah telah membuat IPAL komunal di Desa Sekarjalak untuk memfilter air limbah dari Desa Ngemplak. Akan tetpi, sangat disayangkan karena IPAl sudah tidak diberfungsikan
Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan kepercayaan sebagi aktor yang seharusnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan ekologi. Berdasarkan perspektif ekologi politik, negara memiliki peran sebagai pengatur dan penyeimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. akan tetapi, dalam masalah ini, negara melalui pemerintah local gagal dalam menjalankan peran tersebut. pemerintah justru lebih terkesan melindungi kepentingan industri yang beroperasu tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial. Sehingga


masyarakat mulai memandang bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat melainkan kapitalisme. Kondisi ini mengarah pada krisis legitimasi, yaitu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah. Legitimasi suatu pemerintahan tidak hanya dibangun melalui hukum formal, melainkan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi hak-haknya.
Konflik antara warga dan pelaku industri pun meningkat seiring dengan melemahnya peran pemerintah sebagi penengah mengakibatkan kesadaran akan kebersihan bagi masyarakat menurun. Ketegangan ini pada akhrnya ,endorong pemerintah Desa Cebolek Kidul untuk membuat kebijakan berupa peraturan desa (perdes) tentang pelestarian lingkungan. Lahirnya perdes mencerminkan bahwa kebijakan tersebut muncul secra reaktif, bukan karena inisiatif yang inklusif dan berpihak pada keadilan ekologis.

Berdasarkan ekologi politik, dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang sering kali termarjinalisasi memandang bahwa penyelesaian dari permasahan ini tidak hanya berdasarkan teknis dalam pengelolaan limbah, tetapi reformasi kebijakan yang lebih adil dan partisipatif. Dibutuhkannya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur industri agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, serta adanya insentif bagi masyarakat dan industri untuk menerapkan praktik lamah lingkungan. Selain itu, mekanisme terhadap distribusi manfat ekonomi harus diperbaiki agar tidak hanya menguntugkan satu wilayah tetapi juga memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat desa terdampak lainnya. tanpa adany perubahan dalam tata kelola lingkungn dan kebijakan yang lebih berpihak pada keseimbangan ekologi dan keadilan sosial, konflik dan degradasi lingkungan akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi masyarakat di masa depan.


[bookmark: _bookmark53]BAB V
TATA KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN KETELA DI KABUPATEN PATI

Limbah cair dari proses pengolahan ketela di Kabupaten Pati menyebabkan ketidakadilan bagi ekologis seperti pencemaran pada aliran sungai. Limbah industri tidak hanya memiliki volume yang besar, tetapi juga mengandung bahan berbahaya beracun (B3) yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Pada dasarnya, permasalahn ini merupakan salah satu isu lingkungan yang kompleks dan mendesak untuk ditangani. Meski menurut masyarakat pencemaran pada sungai tidak mempengaruhi kesehatan mereka akan tetapi, hal tersebut tetap perlu diwaspadai oleh pemerintah sebagai pemegang peran sentral dalam regulasi, pengawasan dan implementasi kebijakan yang efektif. Seperti pada asumsi yang ditetapkan oleh Bryant bahwasanya permaslahan degradasi lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi di mana masalah itu muncul. Sehingga masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata melainkan adanya asumsi dasar terkait pendektan aktor yang terlibat, seperti :
1. Biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati aktor secara tidak merata
2. Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial-ekonomi
3. Dampak sosial-ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik yang berarti terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan lainnya.
Maka dari itu, pada bab ini penulis akan menganalisis tata kelola pemerintah Kab. Pati berdasarkan pendekatan ekologi politik dalam menangani permasalahan limbah industri ketela. Analisis ini melibatkan aktor-aktor berkepentingan seperti negara, pengusaha, LSM dan aktor akar rumput. Seperti


yang diakatakan oleh (Forsyth, 2003) bahwasanya degradasi lingkungan sebagai akibat dari kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang opresif yang berdampak pada masyarakat local dan lingkungan. Serta analisis kebijakan yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif untuk memperkuat tata kelola limbah industri yang berkelanjutan.


A. [bookmark: _bookmark54]Strategi yang dilakukan pemerintah
Pemerintah sebagai aktor utama dalam menangani kasus ini telah menetapkan kebijakan yang tercantum dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nomor 32 tahun 2009 yang merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menjelaskan terkait pengelolaan limbah industri, kewajiban pelaku usaha untuk mengelola limbah yang dihasilkan termasuk limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta menetapkan sanksi bagi pelanggar kebijakan yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan.
Dalam kasus ini, Kabupaten Pati lebih tepatnya Kecamatan Margoyoso memiliki kurang lebih 530 unit indsutri tapung tapioka (Alfi Umniyyatin, 2023). Desa Ngemplak Kidul sebagai pelopor dari industri ketela yang berkembang memiliki kurang lebih 200-an industri ketela yang masih beroperasi maupun sebaliknya. Diperkuat oleh Pak Slamet selaku Kepala Desa Ngemplak Kidul

“ kalau pastiya saya tidak tau ya mba ada berapa soalnya ada yang masih jalan dan ada yang sudah berhenti tapi, kurang lebih sekitar 200-an industri”

Banyaknya industri ketela yang berkembang di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya tentulah menjadi permasalahan yang cukup serius dalam


permasalahan lingkungan karena limbah yang dihasilkan oleh banyaknya industri di daerah tersebut dibuang secara langsung ke sungai diiringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan seperti ikut serta membuang limbah domestik ke sungai. Seperti yang dikatakan oleh pemiliki industri ketela Bu Sas, Pak H. Bawi, dan manager CV Harum Makmur, Pak Broto.

“air limbah setelah di endapkan semalaman langsung dibuang ke sungai” (Bu Sas, pelaku usaha jome idnustri ketela)

“Limbah cair semua dibuang ke sungai” (Pak H. Bawi pelaku usaha industri UD. Sumber Makmur)
[image: ]
[bookmark: _bookmark55]Gambar 5. 1 Kondisi sungai Desa Ngemplak Kidul


Dalam hal ini, pasar atau perusahaan industri ketela sudah terbiasa meremehkan ancaman kerusakan ekologi. Mengatasi permasalahan tersebut Dinas  Lingkungan  Hidup  Pati  selaku  pemangku  kebijakan  terkait


lingkungan di Kabupaten Pati berpacu pada UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22, 34 dan 35 ayat (1) yang dijelaskan bahwasanya setiap usaha yang berdampak lingkungan wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL, atau SPPL.
Kategori penyusunan Amdal, UKL-UPL, dan SPPL ditentukan dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2021 dengan kategori sebagai berikut :
a. Amdal : Luas lahan produksi sebesar ≥ 20 ha di kota dan ≥ 30 ha di kabupaten
b. UKL-UPL : Luas lahan produksi di kota sebesar 20 ha > Luas > 1 ha dan sebesar 30 ha > Luas > 1 ha di Kabupaten
c. SPPL : Luas lahan produksi sebesar < 1 ha
Berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat beberapa industri yang meimiliki UKL-UPL di daerah Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya. Salah satu diantaranya adalah “CV Harum Mekar” sedangkan beberapa lainnya banyak yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah seperti UKL-UPL karena rata-rata luas lahan industri tidak sesuai dengan kategori pemiliki UKL-UPL. Bahkan ada juga yang tidak memiliki surat izin lingkungan SPPL. Seperti industri rumahan milik Bu Sas yang masih menggunakan izin HO setelah 10 tahun awalnya tidak memiliki izin. Hal ini dikarenakan usaha industri milik Bu Sas telah berdiri sejak tahun 1991 karena tidak ada keharusan untuk membuat izin. Diperkuat dengan perkataan Bu Sas dalam wawancara

“Saya ambilnya perizinan HO pada tahun saya sudah 10 tahun baru bikin izin karena waktu dulu tidak diharuskan bikin izin tapi, setelah aku 10 tahun kurang lebih sekitar tahun 2001 atau 2002 gitu dioyak- oyak sama pihak perizinan harus punya izin. Terus aku bikin izin kayak izin gangguan, terus untuk sistem kayak kalau ada kebakaran dan sebaginya semuanya harus lengkap”


Hal serupa dialami juga oleh usaha industri milik Bp. H. Bawi yang tidak memiliki izin lingkungan seperti UKL-UPL bahkan SPPL meskipun sekarang total luas lahan kurang lebih berkisar 2 Ha. Hal tersebut dikarenakan industri dibangun pada tahun 1994 dan dimulai dari industri kecil yang berkembang hingga sebesar ini dan tidak ada pembaharuan surat izin mengenai lingkungan. Seperti yang di katakan oleh Pak H. Bawi pemilik UD. Sumber Makmur

“Kita pakainya SLUPD, NPWP, pakainya masih itu. Di sini gaada izin resminya soalnya kan sudah tradisinya. Jadi ndak seperti pabrik- pabrik yang resmi itu ndak, sini home industry. Belum ada pembaharuan izin”.

Dua dari banyaknya home industry yang berkembang di Desa Ngemplak Kidul ini menunjukkan bahwasanya banyak dari home industry yang tidak memiliki izin atas pengelolaan lingkungan. Meskipun ada izin yang dimiliki telah dicabut oleh pemerintah karena reformasi kebijakan. Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 28 Pasal 160 ayat (4) Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retiribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwasnya semua retribusi dan perizinan yang berbasis pada peraturan kolonial Belanda, termasuk izin HO dinyatakan telah tidak diberlakukan lagi. Menanggapi permasalahan tersebut seharusnya pemerintah lebih tegas akan perizinan lingkungan terlebih kepada perusahaan yang telah berkembang menjadi lebih besar yang bahkan telah mencapai kategori industri dengan dampak sedang terhadap lingkungan. Dokumen wajib AMDAL, UKP-UPL dan SPPL merupakan upaya migitasi bagi pemerintah untuk memperhatikan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan itu pemerintah dapat mengidentifikasikan skala dampak dari limbah industri ketela. Ketiganya merupakan instrument penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.


Semua limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan ketela dibuang langsung di sungai dengan rata-rata jumlah limbah cair mencapai 40-60 m3 perton produksi dari 565 industri yang ada di Kabupaten Pati (Haryanto, 2016). Sedangkan tercantum dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa setiap individu yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah tersebut. Apabila ada pelanggaran dalam pembuangan limbah cair yang ditetapkan pemerintah, perusahaan mendapatkan sanksi pidana dan denda yang tercantum dalam uu pasal 98 dengan tingkat kasus yang berbeda-beda. Meski demikian, pemerintah tidak dapat dengan tegas memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari perusahaan yang membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu adalah perusahaan yang tidak memiliki izin jikapun ada adalah izin lingkungan berupa SPPL. Dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2021 Pasal 6 dikategorikan bahwasanya SPPL merupakan usaha/kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan.
Pada faktanya, rata-rata industri di Desa Ngemplak Kidul merupakan industri rumahan yang luas lahannya bahkan < 1 ha. Sekitar 200-an home industri yang membuang limbah cair ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu harusnya itu menjadi dampak penting bagi lingkungan. Solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan tersebut yaitu memberikan penyuluhan kepada usaha industri untuk meminimalisrir pembuangan limbah. Sosialisasi pengelolaan limbah dilakukan serentak di kecamatan seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi

“yang dilakukan pemkab biasanya kita sosialisasi kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan pengurangan, meminimalisir pembuangannya seperti apa. Kalau kita kemarin kebetulan dikumpulin di kecamatan dan ada juga pedoman dari KLHK untuk pengelolaan limbah tapioka karena kalau sama UMKM kan jumlahnya banyak dan mereka tidak punya kewajiban untuk itu jadi


kan susah ya. Kalau UKL-UPL kita bisalah untuk nuntut mereka buat ini dan itu. Beda lah yang UMKM karena kan mereka dananya juga kecil”.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat mengatakan bahwa pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran yang ada kurang tegas padahal ini merupakan permasalahan yang sangat merugikan bagi ekologi dan kesejahteraan sosial. Sudah sepantasnya bagi pemerintah untuk menciptakan inovasi pengelolaan air limbah untuk home industri yang memiliki keterbatasan dana untuk membuatan IPAL. Beriringan dengan permasalahan limbah industri diikuti oleh masyarakat setempat dengan membuang sampah domestic ke sungai. Seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi

“Kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengedukasi perusahaan cara mengrurangi pencemaran lingkungan akan tetapi, kesadaran masyarakat akan lingkungan juga masih minim sampai ikut buang limbah domestik ke sungai. Kalau DLH saja bekerja untuk mengatasi semua permasalahan ya gabisa harus ada kerja samanya dari masyarakat seperti tidak membuang sampah ke sungai. Berbagai cara telah dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi hal itu tidak kebal. Sala satu cara menakut-nakuti masyarakat dengan pemasangan denda di pinggir sungai. Cara ini cukup ampuh meskipun terkadang masih banyak yang bandel”.

Selain itu, KLHK atas rekomendasi dari DLH membuat trobosan bagi home industri yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengelolan Air Limbah) sederhana dengan membangun IPAL komunal yang terletak di Desa Sekarjalak. IPAL komunal ini sebagai tampungan bagi limbah industri pengolahan ketela di wilayah Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya. IPAL komunal digunakan industri sebagai tempat pembuangan limbah industri


ketela di daerah tersebut agar dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Akan tetapi, sekarang ini IPAL komunal yang berada di Desa Sekarjalak tidak difungsikan lagi karena kapasitas yang terlalu melebihi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gito selaku masyarakat yang dipasrahkan sebagai pengelola IPAL oleh DLH Kab. Pati

“Rumiyen limbah murni yang dimasukkan dari limbah tapioka murni, sak niki kecampur kalih sampah dan lumpur dadose nek dilebetke sering penuh. Wedal sewau kulo sampun sanjang kaleh Pak Tulus (Kadis DLH) tiyange nggih mpun ngertos, kulo mpun konfirmasi kaleh piyambake. Setelah dibangun pihak desa mboten disukani selokan/irigasi. Kulo nggih mboten ngertos wedal sewau tangklet kulo ijin ajeng dibanguni dan diperlebar untuk selokanipun itu ternyata malah mboten disukani selokan untuk keluar masuknya air”.

Sebenarnaya, trobosan yang dibangun pemerintah pada tahun 1990- an ini merupakan tindakan yang sangat efektif untuk mengolah air limbah indsutri ketela yang dihasilkan oleh industri ketela yang ada di Desa Ngemplak dan sekitarnya. Permasalahan ini menurut Pak Gito tergantung pada dana untuk pengelola IPAL dan tenaga kerja.

“soale wonton Sidomukti nggih ngoten mba terbengkalai. Masalahe kebanyakan ngoten mba, tergantung pada dana. Dalam arti dana sebagai penghasilan dan dipun hasilkan ternyata mboten wonten sing minat. Terus akhire nggih sing penting untuk mengurangi limbah ke petani sabin. Sak meniko niku wes banget kotore lho mba, seandainya bikin yang bersih untuk pembuangan limbah tapiokanya niku nggih biayane katah, masalahe kan ada buka tutup”.

IPAL yang yang telah dibangun pada tahun 1990-an ini sangat disayangkan karena sudah tidak dioperasikan lagi padahal hingga tahun


2014 atau 2018 seperti yang dikatakan Pak Gito bahwa IPAL komunal setiap harinya berjalan dengan baik. Kondis IPAL saat ini ditumbuhi oleh tumbuhan liar karena tidak pernah difungsikan setelah bertahun lamanya. Akan tetapi, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Gito memiliki perbedaan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan

“ sebenarnya itu masih beroperasi mbak, masih ada beberapa perusahaan tapioka yang masuk ke situ tapis ada limpasan limbah domestik/RT ke situ juga.”
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[bookmark: _bookmark56]Gambar 5. 2 Kondisi IPAL Komunal di Desa Sekarjalak


Padahal berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan benar adanya IPAL komunal yang berada di Desa Sekarjalak saat ini sudah tdak beroperasi lagi. Terlihat banyak tanaman liar yang menutupinya. Perbedaan persepsi ini menunjukkan keridaksepahaman dalam melihat masalah lingkungan serta lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan limbah. berdaasarkan ekologi politik, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan ketidakseimbanagan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan.


Pengelola IPAL sebagi pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan operasional sering kali tidak memiliki cukup ototritas untuk mendorong perubahan kebijakan, sementara DLH sebagai lembaga yang memiliki wewenang cenderung kurang responsif dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan. Ketidakjelasan ini dapat memperburuk keimpangan sosial-ekonomi.
Menanggapi permasalahan pembuangan air limbah ke sungai DLH beranggapan bahwasanya pemerintah tidak dapat terlalu kaku akan peraturan tersebut. Alasannya, DLH dalam menangani kasus pencemran limbah ini melihat pada 3 pilar sustainable development yaitu sustainable lingkungan, sustainable ekonomi, dan sustainable sosial. Ketiga pilar tersebut saling mempengaruhi karena konsep yang cukup kompleks dan multidimensional. Apabila pemerintah berpatokan pada regulasi yang berlaku. Hal tersebut tentunya akan mematikan perekonomian di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya dan juga ratusan bahkan ribuan masyakarat akan kehilangan pekerjaan karena PHK. Rata-rata pekerja industri ketela merupakan warga Desa Ngemplak Kidul dan desa-desa tetangga seperti Desa Kajen, Bulumanis, dan lain-lain. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak H. Bawi

“Pekerja ya dari masyarakat sini sendiri sama tetangga desa”


Sejalan juga dengan yang dikatakan oleh Bu Vivi selaku Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati.

“Kalau dibilang ini DLH kemana terkait dengan pengelolaan tapioka maka kita akan membahas 3 pilar sustainale development. Kalau kita ngobrol ya, sustainable development kan ekonomi, sosial, lingkungan, kan gitu. Poinnya kan ada di sini, ini gabisa salah satu kita pro lh, kalau lembaga pro lingkungan banget kan ‘anti pembangunan’ dan sebagainya, emang bisa? Kita harus lihat bagaimana ekonomi dan


sosial. Ini tiga pilar yang orang lh sering pakai triangle, sosial, ekonomi, lingkungn”
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[bookmark: _bookmark57]Gambar 5. 3 Triangle Sustainable Development


Melihat dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika ditetapkan sesuai dengan fungsinya hal ini bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan keadaan lingkungan. Akan tetapi, jika dilihat juga triangle sustainable development yang digunakan pemerintah, Dinas Lingkungan Kab. Pati selaku Pemkab berada dalam posisi yang sulit. Hal ini dikarenakan industri yang berkembang di Kab. Pati sendirj telah berkambang sejak awal kemerdekaan. Artinya, pelaku pasar telah lebih lama dalam menguasai lapangan dibandingkan negara. Sehingga untuk tegas akan home industri yang melanggar peraturan terkait pembuangan limbah baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin (illegal) akan melemahkan kesejahteraan masyarakat karena rata-rata mata pencaharian masyarakat setempat adalah usaha pengolahan ketela atau buruh pengolahan ketela. Sebenarnya tindakan penyelesaian dari pemerintah cukup efektif mulai dari penyuluhan kepada home industry hingga pembuatan IPAL komunal. Akan tetapi, sangat disayangkan IPAL komunal yang telah bertahun-tahun berfungsi dengan baik menjadi terbengkalai.


Kurangnya ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Pati akan pembaharuan surat izin lingkungan di industri pengolahan ketela akan lebih baik jika pemerintah lebih tegas terkait pembaharuan izin lingkungan agar pemerintah dapat terbantu dalam mengidentifikasi masalah lingkungan serta mengelola dampak lingkungan seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009. Meskipun dalam uu home industri yang belum memiliki UKL- UPL ini dianggap tidak memiliki dampak penting terhadap pencemaran lingkungan sudah saatnya bagi Pemkab untuk lebih peduli lagi akan masalah tersebut karena skala home industri yang berada di Desa Ngemplak dan sekitarnya berjumlah sangat banyak. Hal yang dianggap tidak penting itu jika berjumlah banyak maka menjadi dampak yang sangat penting dalam mencemari lingkungan. Maka dari itu, akan lebih baik jika pemerintah kabupaten mulai mengoperasikan kembali IPAL yang ada di Desa Sekarjalak agar limbah home industri yang tidak memiliki IPAL sederhana dapat membuang limbah mereka ke sungai dengan pengelolaan komunal. Sehingga limbah tersebut mampu mengurangi pencemaran lingkungan serta air sungai dapat digunakan kembali oleh petani didaerah aliran sungai tersebut.


B. [bookmark: _bookmark58]Strategi yang dilakukan pelaku usaha
Pelaku usaha merupakan salah satu aktor penting dalam degradasi lingkungan dikarenakan adanya kepentingan dalam memenuhi aspek ekonomi. Dalam hal ini, pelaku usaha sangat bergantung pada alam dalam perosesnya. Mulai dari bahan baku hingga hasil produksi kembali lagi ke alam itu sendiri. Limbah yang dihasilkan dari produksi ketela berupa limbah padat seperti onggok dan ampas, serta limbah cair yang dibuang ke sungai. Akibatnya, Air sungai yang dibuangi limbah cair industri mengalami pencemaran seperti, menagnggu estetika lingkungan sekitar, pencemaran udara karena bau yang menyengat, merusak ekosistem dan merugikan petani dan petambak dihilir sungai.


Seiring dengan berjalannya waktu, limbah padatan yang dulunya masih ikut serta dibuang oleh industri ke sungai mulai berkurang yang mengakibatkan bau menyengat dari sungai perlahan mulai menghilang. Hal ini dilakukan dengan cara penyaringan limbah padatan dari industri untuk diolah kembali kemudian dijual kepada pengepul. Pada perusahaan yang telah memiliki UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup selaku Pemerintah Kab. Pati memiliki kewenangan atas pengawasan yang ketat terkait pembuangan limbah. Dengan itu, pemerintah menyarankan “CV Harum Mekar” untuk membuat IPAL sederhana untuk mengelola air limbah karena limbah yang dihasilkan oleh perusahaan berskala cukup banyak. IPAL yang digunakan perusahaan bertujuan untuk mengolah air limbah menjadi bersih sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan. Hal tersebut juga disampiakan oleh Pak Broto selaku Manager CV Harum Makmur

“IPAL sederhana yang dibangun ini ya sesuai denagan saran dari pemerintah mba”
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[bookmark: _bookmark59]Gambar 5. 4 IPAL sederhana milik CV Mekar Harum


Pada sektor home industry, banyak pelaku usaha yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tampak kurang peduli terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan dana dalam membangun sistem IPAL, yang dianggap sebagai investasi mahal dan sulit dijangkau oleh usaha kecil. Selain itu, tidak adanya regulasi atau kewajiban yang tegas dari pemerintah terkait penerapan IPAL dalam skala industri rumahan membuat para pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek pengelolaan limbah. Akibatnya, banyak industri rumahan yang lebih berfokus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti pencemaran air akibat pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai. Hal ini tentu berisiko menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan sekitar, termasuk kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem.
Pada dasarnya, limbah cair tapioka yang dibuang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu oleh perusahaan industri dapat dikenai sanksi apabila melanggar. Seperti yang ada dalam UU PPLH Pasal 98 No. 32 Tahun 2009 terdapat sanksi pidana dan denda yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar kebijakan tersebut. Akan tetapi, kebijakan yang telah ditatapkan hanyalah bersifat normatif karena tidak diberlakukan bagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi yang lebih ketat maupun insentif bagi usaha kecil agar mereka dapat mengadopsi teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan.


C. [bookmark: _bookmark60]Strategi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga non- goverment yang memiliki kedudukan penting dalam ekologi politik. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya akibat limbah cair industri ketela dan bercampur dengan sampah rumah tangga telah berdampak pada lingkungan dan


kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini, LSM belum pernah melakukan intervensi padahal LSM memiliki peran dalam pengawasan, advokasi, fasilitasi maupun edukasi terkait dengan permaslahan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sururi, sebagai anggota LSM Lingkungan Kab. Pati

“untuk pencemaran yang ada di sekitar Desa Ngemplak kita belum pernah melakukan kegiatan apapun karena sejak korona kami belum aktif dan kurangnya anggota dan juga kita belum ada link untuk daerah situ. Tapi, dulu sudah ada rencana tapi kami belum melakukan apa-apa untuk daerah situ.”

Seharusnya, LSM berperan dalam mengawasi kebijakan dan praktik lingkungan yang terjadi di suatu daerah. Akan tetapi, di Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya tidak ada investigasi dari LSM terkait dengan sumber pencemaran maupun dampaknya terhadap masyarakat. Tidak ada pula advokasi terhadap pemerintah untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atau menuntut kebijakan yang lebih tegas dalam penanganan pencemaran. Serta tidak adanya edukasi ataupun fasilitasi bagi masyarakat terdampak agar mendapat keadailan terhadap dampak yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggota dari LSM itu sendiri serta tidak berjalannya LSM sejak masa pandemi. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran public dan LSM dapat menarik perhatian masyarakat melalui media sosial, petisi ataupun aksi local. Dalam hal ini untuk mendorong pemerntah untuk lebih aktif menangani pencemaran dengan menetapkan kebijakan yang lebih ketat.


D. [bookmark: _bookmark61]Strategi yang dilakukan masyarakat
Permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di daerah industri ketela telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Ironisnya,


banyak warga yang menanggap kondisi ini sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari karena mereka tinggal di kawasan industri.

“ndak, ndak terganggu.” (Ibu Wati, masyarakat Desa Ngemplak Kidul)

“ya terganggu, ini baunya menyengat sekali.” (Pak Budi Utomo, Sekretaris Desa Cebolek Kidul)

“ya terganggu mba, sebenarnya, tapi mau gimana lagi sudah musyawarah antar desa dan dlh juga sampai saat belum ada penanganan yang efektif.” (Bu Suffatun, masyarakat Desa Bulumanis Kidul)

Limbah ketela yang telah mencemari lingkungan ini memaksakan masyarakat untuk berdamai akan keadaan dan seharusnya permasalahan ini menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan industri yang beroperasi. Namun, keberlangsungan akan kondisiini cukup lama tanpa adanya solusi yang nyata, masyarakat justru mulai menerima pencemaran sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, mereka ikut serta dalam memperburuk keadaan dengan membuang sampah langsung ke sungai yang sudah tercemar oleh limbah ketela. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu masalah lingkungan tidak segera diatasi dengan baik, kesadaran ekologis masyarakat dapat menurun dan menyebabkan sikap pasif dan perilaku yang semaki merugikan ekosistem.
Meskipun masyarakat telah berupaya untuk melakukan pengaduan kepada pihak berwenang, mereka tidak mendapatkan respon yang memadai atau langkah konkret untuk mengatasi pencemaran. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepentingan ekonomi yang lebih besar dalam mendukung indsutri dibandingkan dengan kesejahteraan


masyarakat yang bergantung pada alam, lemahnya sistem pengawasan terhadap lingkungan, serta kurangnya tekanan politik terhadap pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani pemcemaran ini. Selain itu, industri sebagai aktor ekonomi yang dominan berkontribusi terhadap masalah pencemaran. Dalam hal ini, industri lebih mengutamakan efisiensi produksi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Sehingga masyarakat sering kali sebagai kaum marjinal karena harus merasakan dampak-dampak dari kepentingan-kepentingan yang ada.
Di samping itu, masyarakat perlu membangun solidaritas dan memperkuat suara kolektif mereka agar dapat lebih didengar oleh pemerintah dan pelaku industri. Jika aduan tidak mendaptkan perhatian, masyarakat dapat melakukan berbagai aksi agar didengar oleh pemerintah. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi yang nyata, maka pencemaran akan terus berlangsung dan semakin sulit untuk dipulihkan. Dalam hal ini, kesdaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan harus ditingkatkan, begitupula dengan tanggung jawab industri dalam menjaga lingkungan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus lebih proaktif dalam menegakkan kebijakan lingkungan dan memastikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem tidak dikorbankan demi keuntungan ekonomi semata.


E. [bookmark: _bookmark62]Keterkaitan para aktor
Kompleksitas permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ketela yang ada di Kabupaten Pati, tidak terlepas dari keterlibatan para aktor yang saling terhubung dalam jaringan kepentingan yang rumit. Dalam perspektif ekologi politik, setiap aktor memiliki posisi strategis yang turut membentuk arah dan dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan. Pemerintah sebagai sentra utama dalam ekologi politik seharusnya berperan sebagai regulator yang mengendalikan limbah industri akan tetapi, dalam praktiknya mereka lebih cenderung berpihak pada pelaku usaha. Hal ini sering dikarenakan pembangunan ekonomi lokal yang


mengandalkan sektor industri rumahan termasuk pengolahan ketela sebagai penggerak utama ekonomi desa. Ketergantungan pada kontribusi ekonomi industri ketela membuat pemerintah enggan mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan. sebagai akibatnya, pengawasan terhadap pengelolaan limbah menjadi lemah dan celah refulasi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.
Pelaku usaha industri sendiri memposisikan diri sebagai penggerak roda ekonomi desa, namun tanpa mekanisme pengolahan limbah yang layak, mereka justru menjadi sumber utama terhadap pencemaran. Ketika tidak ada keharusan dari pemerintah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), para pengusaha rumah tangga merasa tidak berkewajiban secara moral maupun hukum unntuk mengelola limbah mereka. Sebaliknya, keberadaan IPAL komunal yang sempat dibangun pun terbengkalai akibat tidak adanya pengawasan dan insentif untuk pemeliharaan dari pihak pemerintah maupun partisipasi aktif dari pelaku usaha. LSM yang seharusnya berperan sebagai pengawas dan penekan kebijakan tetapi, lemahnya kapasitas dalam LSM sendiri membuat advokasi lingkungan tidak berjalan dengan optimal. Di sisi lain, masyarakat terutama yang tinggal di daerah hilir sungai seperti Desa Kajen, Cebolek Kidul, dan Bulumanis Kidul harus menanggung beban atas pencemaran tanpa memiliki kuasa yang cukup untuk melawan. Upaya pelaporan pencemaran yang dilakukan masyarakat mendapatkan respon yang kurang baik dari pemerintah, seperti diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat kurang diperhitungkan dalam kebijakan lingkungan. Industri mendapatkan keuntungan dari eksploitasi smber daya sementara masyarakat harus menanggung dampak negatif.
Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Untuk itu, dalam penerapan regulasi pemerintah harus


lebih ketat terhadap home industri dengan mewajibkan untuk memiliki sistem pengolahan limbah atau mengaktifkan kembali IPAL komunal yang merupakan solusi utama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi atas jalur advokasi agar dapat menuntut hak mereka atas lingkungan yang sehat. LSM yang ada perlu diperkuat dalam hal sumber daya dan kapasitas advokasi agar dapat berperan lebih efektif dalam mengawasi kebijkan lingkungan dan menekan pemerintah serta indsutri untuk bertanggung jawab. Industri juga perlu diberikan insentif untuk menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan serta diwajibkan untuk mengolah limbah sesuai standar baku mutu yang ada. Selain itu, aktor-aktor dapat melakukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat dan LSM untuk melindungi lingkungan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya perubahan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan antar aktor maka, pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri dan sampah domestik di Kabupaten Pati akan terus berlanjut dengan masyarakat sebagai korban utama dan ketidakadilan ekologi.


[bookmark: _bookmark63]BAB VI PENUTUP


A. [bookmark: _bookmark64]Kesimpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini diantaranya sebagai berikut.
1. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya industri yang berkembang di desa Ngemplak Kidul sejak pasca kemerdekan membawa berbagai dampak bagi masyarakat seperti, dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik. Berdasarkan ekologi politik, penyelesaian dari permasalahan ini tidak hanya berdasarkan teknis dalam pengelolaan limbah, tetapi reformasi kebijakan yang lebih adil dan partisipatif. Dibutuhkannya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur industri agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, serta adanya insentif bagi masyarakat dan industri untuk menerapkan praktik lamah lingkungan. Selain itu, mekanisme terhadap distribusi manfat ekonomi harus diperbaiki agar tidak hanya menguntugkan satu wilayah tetapi juga memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat desa terdampak lainnya. tanpa adanya perubahan dalam tata kelola lingkungn dan kebijakan yang lebih berpihak pada keseimbangan ekologi dan keadilan sosial, konflik dan degradasi lingkungan akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi masyarakat di masa depan.
2. Adanya keterlibatan dalam ekologi politik diantaranya pertama, pemerintah memiliki peran sentral dalam melindungi lingkungan hidup seperti penegakkan kebijkan terhadap lingkungan. Kedua, Bisnis atau pelaku usaha, cenderung mengabaikan lingkungan akibat dari pengelolaan limbah yang kurang baik dan lebih berfokus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi. Ketiga, LSM


memiliki peran sebagai pengawas, advokasi, fasilitasi dan edukasi. Keempat, masyarakat sebagai kaum marjinal yang harus merasakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam.
[bookmark: _bookmark65]B Saran
1. Bagi mayarakat yang terdampak, hendaknya lebih sadar akan pelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai serta dapat membentuk aliansi untuk bersama-sama menekan pemerintah dan industri agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Pati, hendaknya mengoptimalisasi IPAL komunal dan melakukan reformasi kebijakan yang mempertimbangkan ekologi tanpa merugikan sosial dan ekonomi masyarakat. Serta diperlukannya pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan yang dibuat tidaklah bersifat normatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi kebijakan terkait pengelolaan limbah dan dampak dari regulaassi yang telah ditetapkan.
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